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ABSTRAK 

NUR KHOIRIYATUL AKMALIYAH 

1917303007 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Pemerintah memiliki kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan. Seperti 

pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk memindahkan Ibu Kota 

Negara. Berbagai latar belakang dikemukakan sebagai alasan dipindahkannya Ibu 

Kota sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser 

Utara Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun silam. Rencana pemindahan Ibu 

Kota ini harus dibarengi dengan payung hukum yang menguatkan rencana 

pemindahan Ibu Kota. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada 

tanggal 18 Januari 2022 sebagai bentuk politik hukum dari pemangku kepentingan 

agar dimasa yang akan datang beban pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta sebagai 

pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bisa terurai, sehingga akan 

menimbulkan pemerataan perekonomian dan pembangunan, khususnya di pulau 

Kalimantan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan 

pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara RI dengan menggunakan 

Konseptual dan Pendekatan Historis. Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan 

non hukum yang relevan. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan 

(library reseacrh). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor utama yang 

melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta, yaitu kepadatan perkotaan (terdiri 

dari kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan 

pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir 

dan, eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan. Sementara itu, 

pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi 

kemaslahatan bagi bangsa. Presiden selaku kepala negara mempunyai hak dan 

wewenang untuk mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa dan 

negara. Dalam hal pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota, demi meraih 

kemaslahatan bangsa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis 

dalam meraih kemaslahatan pemindahan Ibu Kota ini dengan berbagai macam 

jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat Kalimantan. 

Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota Negara, Mals{lalh{alh, Politik Hukum 
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MOTTO 

 

“Sukses Adalah Jumlah Dari Upaya Kecil Yang Diulangi Hari Demi Hari” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 

0543 b/u1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin 

dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز
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 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء



 

x 
 

 Ya y ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal 

pendek, vokal rangkap dan vokal panjang 

1. Vokal pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab, mempunyai lambang yang berupa tanda 

atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath{ah Fath{ah A ـَ

 Kasrah Kasrah I ـِ

 D{amah D{amah U ـُ

 

2. Vokal rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang mempunyai lambang yang berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 

Fath{ah dan ya’ Ai a dan i  بيع bai’ 

 

3. Vokal panjang 

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya sebagai berikut: 

Fath{ah + alif ditulis a> contoh تجارة ditulis tija>rah 

Kasrah + ya’ mati ditulis  ī contoh ditulis allaz|ina 

d{ammah + wawu mati 

ditulis ū 
contoh اذكروه ditulis az|kuru>h 
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C. Ta’marbutah 

Bila dimatikan, mendapat harakat sukun, ditulis h: 

 Ditulis h{ikmah  حكمة

 

D. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan 

dengan tanda (  ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan 

huruf (kosongan ganda) yang diberi syaddah. Untuk kekosongan rangkap 

karena syaddah ditulis rangkap: 

 <Ditulis ayyuha ايهّا 

 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisa bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif dan lam ma’arifah). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyyah dan 

Syamsiyyah: 

Bila diikuti Qamariyyah 

 Ditulis al-qalam القلم 

 

F. Hamzah  

Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau ditengah 

kalimat pada penulisan transliterasi bahasa Arab maka menjadi apostrof 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kalimat: 

 Ditulis ta’khuz|u تأخذ

 Ditulis umirtu أمرت

 

G. Penulisan Kata  

Setiap kata fiil dan isim ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata yang 

menggunakan bahasa Arab yang sering kali dirangkai dengan kata-kata lain, 

jika huruf dan harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-

kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dipisah perkata dan 

dapat dirangkai. 
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-wa innalla>ha lahuwa khair ar ازقين الر خير لهو للا و 

ra>ziqi>n 

 ahlussunnah atau ahl as-sunnah السنة أهل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indoneisia meirupakan neigara keisatuan yang beirbeintuk reipublik dan 

leibih seiring diseibut Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia (NKRI). Hal ini 

diteigaskan dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang Dasar 1945, yaitu NKRI 

dibagi atas daeirah-daeirah provinsi. Dan daeirah itu dibagi atas kabupatein dan 

kota itu meimpunyai peimeirintahan daeirah yang diatur deingan Undang-undang. 

Oleih kareina itu, tiap-tiap kota yang ada di Indoneisia meimiliki hak dan 

aturannya seindiri namun teitap beirlandaskan undang-undang dari peimeiritahan 

pusat. Peimeirintahan pusat di Indoneisia teireitak di Jakarta, atau seicara reismi 

beirnama Daeirah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga meirupakan Ibu Kota 

Neigara dan kota teirbeisar di Indoneisia.1 

Ibu kota dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia, adalah kota teimpat 

keidudukan pusat peimeirintahan suatu neigara, teimpat dihimpun unsur 

administratif, yaitu eikseikutif, leigislatif, dan yudikatif. Deifinisi teirseibut 

meinjeilaskan peingeirtian ibu kota untuk neigara. Namun, di beibeirapa Neigara, 

pusat peimeirintahan tidak beirkeidudukan di Ibu Kota. Seihingga, Ibu Kota adalah 

kota peinting atau utama di seibuah neigara, neigara bagian, provinsi, atau 

wilayah administratif lainnya, yang biasanya meinjadi teimpat keidudukan pusat 

administrasi peimeirintahan. Status Ibu Kota diteitapkan beirdasarkan konstitusi 

atau undang-undang. Di beibeirapa wilayah yurisdiksi, teirmasuk beibeirapa 

neigara, teimpat keidudukan cabang-cabang peimeirintahan, yaitu eikseikutif, 

leigislatif dan yudikatif beirada di lokasi yang beirbeida-beida.2 

 
1Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab VI Pasal 18 ayat (1), hlm 

65. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002. Diakses tanggal 2 

Agustus 2021. 
2Arti kata ibu". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/ibukota 

Diakses tanggal 27-06-2021. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002
https://kbbi.web.id/ibukota
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Saat dinyatakan seibagai ibu kota, peinduduk Jakarta meilonjak sangat 

peisat dan Jakarta mulai meilakukan peimbangunan beisar-beisaran. Untuk 

meimbatasi lonjakan peinduduk ini, pada tahun 1970 Ali Sadikin yang meinjabat 

seibagai Gubeirnur meinyatakan Jakarta seibagai “Kota Teirtutup” bagi 

peindatang. Namun keibijakan teirseibut tidak dapat beirjalan pada masa 

keipeimimpinan Gubeirnur seilanjutnya. Hingga saat ini Jakarta masih harus 

meinghadapi beirbagai masalah yang diseibabkan oleih keipadatan peinduduk. 

Seipeirti banjir, keimaceitan dan keikurangan alat transportasi umum. 

Banjir bukan hanya teirjadi di Jakarta, banyak keirugian yang didapatkan 

oleih Indoneisia yang diakibatkan oleih banjir di tiap tahunnya. Padahal 

seiharusanya banjir meirupakan beincana yang dapat diantisipasi leibih awal. 

Keibanjiran yang teirjadi di Jakarta teirleitak di dataran reindah pada keitinggian 

rata-rata 8 meiteir dpl. Seilain itu, seibeilah seilatan Jakarta meirupakan daeirah 

peigunungan deingan curah hujan tinggi dan ada 13 sungai yang meileiwati 

Jakarta yang seimuanya beirmuara di Teiluk Jakarta. 

Meinurut ahli geiologi yaitu Jan Sopaheiluwan, bahwasanya banjir di 

Jakarta tidak dapat diseileisaikan. Dikareinakan Jakarta teirmasuk keidalam 

wilayah ceikungan banjir. Pada lokasi Jakarta Utara teirjadi proseis teiktonik, oleih 

kareina itu air yang beirmuara tidak dapat meingalir seicara leibih mudah dan air 

teirjeibak dalam ceikungan. Ceikungan yang dimaksud teirbeintuk dari seidimein 

muda sangat teibal teitapi beilum teirkonsolidasi. Maka akibatnya yaitu suatu 

wilayah Jakarta peirlahan meingalami peinurunan. 

Meilonjaknya peinduduk di Jakarta yang beirasal dari daeirah atau kota 

lain hal teirseibut meimbuat peinambahan peirmintaan rumah di seigala strata 

meiningkat deingan peisat. Hal ini dapat meinyeibabkan teirjadinya peirkeimbangan 

peimukiman baru beirsakala beisar di Jakarta. Sayangnya hal ini tidak diiringi 

deingan prasarana yang meimadai. Akibatnya, keimaceitan di jalan-jalan Jakarta 

tidak dapat dihindari. Maraknya keindaraan pribadi ini juga meinjadi salah satu 

peinyeibab teirjadinya maceit teirseibut. Jakarta sudah cukup banyak meimiliki 

keindaraan umum. Namun, kareina padatnya peinduduk meimbuat Jakarta sudah 
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cukup banyak meimiliki keindaraan umum. Namun, kareina padatnya peinduduk 

meimbuat Jakarta seipeirti seilalu keikurangan transportasi umum. 

Mantan Gubeirnur DKI Jakarta, yaitu Anieis Basweidan saat masih 

meinjabat seibagai Gubeirnur ingin meineikan populasi keindaraan pribadi di 

Jakarta meilalui Instruksi Gubeirnur DKI Jakarta No.66 Tahun 2019 teintang 

Peingeindalian Kualitas Udara. Beiliau meimbeirikan beibeirapa instruksi yang 

salah satunya adalah peimbatasan usia keindaraan. Dalam instruksi teirseibut, 

Anieis Basweidan meiminta meimpeirkeitat keiteintuan uji eimisi bagi seiluruh 

keindaraan pribadi. Seilain itu, keindaraan pribadi beirusia leibih dari 10 tahun 

akan dilarang beiropeirasi di DKI Jakarta pada 2025. Beirbagai peirmasalahan 

yang teirjadi di Jakarta teirseibut meimbuat kota Jakarta seimakin teirbeibani. Tidak 

dapat dipungkiri pula teirdapat keiseinjangan sosial dari seigi eikonomi dan 

peimbangunan dari kota Jakarta teirhadap kota-kota lainnya.3 

Peimindahan ibu kota neigara-neigara di dunia teilah teirjadi seijak zaman 

ratusan tahun lalu. Meinurut La Bakry (2010), beibeirapa neigara-neigara seipeirti 

Ameirika Seirikat dari yang seimula di Philadeilphia lalu dipindah kei Neiw York 

seijak Seipteimbeir 1774, dan teirakhir kei Washington DC pada tahun 1800. 

Neigara Australia dari Syneiy kei Meilbournei dan dari Meilbournei kei Canbeirra, 

Turki dari Istanbul kei Ankara, dan Neigara Brazil dari Rio dei Janeiiro kei 

Brazilia.4 

Beigitu pula wacana peimindahan ibu kota Jakarta kei kota lain sudah 

muncul seijak peimeirintahan Preisidein Soeikarno tahun 1957. Wacana itu teirus 

muncul di peimeirintahan preisidein seiteilahnya, namun hingga kini beilum 

teirwujud kareina kritis eikonomi. Pada masa Preisidein Soeiharto muncul wacana 

peimindahan ibu kota Indoneisia dari Jakarta kei Jonggol, Bogor, Jawa Barat. 

Pada tahun 2010 Preisidein Susilo Bambang Yudhoyono meimbeirikan 

tiga tawaran untuk meingatasi keimaceitan dan banjir di Jakarta. Peirtama, 

 
3Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden 

dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi vol.17, no.3 September 2020, hlm. 531. 
4Purba Hutapea, “Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca 

Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur”, Jurnal MONAS: Inovasi Apartur 

vol.2, no.1 2020, hlm. 136. 
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meilakukan peimbeinahan total tata ruang wilayah. Keidua, Jakarta teitap meinjadi 

ibu kota teitapi pusat peimeirintahan I pindah kei daeirah lain. Keitiga, peimbuatan 

ibu kota baru.5 

Peimindahan ibu kota neigara tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 

yang singkat. Banyak aspeik yang peirlu dipeirhatikan. Peimeirintahan harus bisa 

meinsosialisasikan ke ipublik seicara kompreiheinsif teintang peirlunya 

peimindahan ibu kota neigara, dari sisi eikonomi, sosial, eifeiktivitas 

peimeirintahan, teirmasuk meinsosialisasikan tahapan-tahapannya, dan skeima 

peimbiayaannya. Namun, seiringkali seibuah gagasan peimbangunan yang 

rasional dan objeiktif teirhalang oleih adanya beinturan keipeintingan, baik itu 

keipeintingan eikonomi maupun keipeintingan politik.  

Seiteilah dilakukan kajian Badan Peireincanaan dan Peimbangunan 

Nasional (Bappeinas RI) meingeinai daeirah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota 

Neigara baru, Preisidein Reipublik Indoneisia Joko Widodo teilah meimutuskan 

seibagian wilayah Kabupatein Peinajam Paseir Utara dan seibagian Kabupatein 

Kutai Keirtaneigara di Kalimantan Timur seibagai lokasi peimbangunan ibu kota 

neigara baru Reipublik Indoneisia. Salah satu alasannya di wilayah Kalimantan 

Timur sangat minim reisiko beincana alam teirmasuk keibakaran hutan. 

Di tahun 2020, Indo Baromeiteir meirilis surveii teintang peimindahan ibu 

kota baru pada 1.200 reispondein di seiluruh Indoneisia. Seijumlah alasan 

meindukung ibu kota neigara diantaranya keipadatan Jakarta yaitu 57,1%, 

peimeirataan peimbangunan 18,7%, meineikan keiseinjangan eikonomi 7,1%,  

wujud keiadilan sosial 5% Kalimantan timur wilayahnya luas 4,2%. Seimeintara 

yang tidak seituju peimndahan ibu kota kareina jangkauan peimeirintahan pusat 

teilalu jauh 45,2% biaya pindah sangat mahal 333% beirpeingaruh pada roda 

peimeirintahan 5,2% Kalimantan timur bukan wilayah yang teipat 4,7% 

 
5Rikeu P, Perjalanan Panjang Persiapan Pemindahan Ibu Kota (Jakarta: Tempo 

Publishing, 2019), hlm. 17-18. 
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hubungan pusat dan peimda di jawa seimakin jauh 4,1% dan keitidakstabilan 

eikonomi 3%.6 

Dari hasil surveii teirseibut dapat dikeitahui bahwa mayoritas reispondein 

meindukung adanya peimindahan ibu kota neigara. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam peirspeiktif sosiologis atau meinurut Augustei Comtei “sosiologi” 

tidak hanya meingungkapkan prinsip-prinsip sosial, teitapi juga meineirapkan 

pada reiformasi sosial beinar adanya, seilain meindapat dukungan langsung dari 

masyarakat, peimindahan ibu kota neigara juga pastinya beirtujuan untuk 

peimeirataan peimbangunan dan keiseinjangan sosial yang seilama ini dialami oleih 

banyak kota-kota lainnya. 

Pada pihak pro, pemindahan ibu kota negara dinilai mampu untuk 

mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama masyarakat yang berada di luar 

Pulau Jawa. Wakil presiden ke-10 dan ke-12 yaitu Jusuf Kalla pernah 

menyampaikan opsi mengenai pemindahan ibu kota negara sudah tepat karena 

akan membawa dampak positif terutama untuk pemerintah daerah.7 

Pemindahan ibukota ke Kalimantan juga diharapkan mampu untuk membuka 

peluang niaga dan lapangan kerja baru. Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-

2015, Andrinof Chaniago mengatakan bahwa Nusantara mampu mengatasi 

ketimpangan sumber daya manusia antara Jawa dengan luar Jawa.  

Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang menentang pemindahan 

ibukota negara yaitu koalisi masyarakat Kalimantan Timur menolak IKN. 

Koalisi gabungan beberapa lembaga aktivis lingkungan Kalimantan Timur ini 

menilai UU IKN akan menjadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun 

satwa langka yang berada pada lokasi proyek IKN.8 Adapun alasan lainnya 

 
6Lizsa Egeham, “Indo Barometer: Mayoritas Publik Sutuju Pindah Ibu Kota,” 

liputan6.com, 16 Februari 2020, https://www.liputan6.com/news/read/4180292/indo-barometer-

mayoritas-publik-setuju-pindah-ibu-kota Diakses tanggal 8 Agustus 2021. 
7Tatang Guritno, “JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik”, 

Kompas.com, 27 Januari 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/18565241/jk-

dukung-pemindahan-ibu-kota-memberikan-otonomi-lebih-baik Diakses tanggal 30 Juni 2023. 
8Zakarias Demon, “Muncul Pro-Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN 

Disahkan”, Kompas.com, 22 Januari 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200 

478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan Diakses tanggal 30 Juni 

2023. 

https://www.liputan6.com/news/read/4180292/indo-barometer-mayoritas-publik-setuju-pindah-ibu-kota
https://www.liputan6.com/news/read/4180292/indo-barometer-mayoritas-publik-setuju-pindah-ibu-kota
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/18565241/jk-dukung-pemindahan-ibu-kota-memberikan-otonomi-lebih-baik
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/18565241/jk-dukung-pemindahan-ibu-kota-memberikan-otonomi-lebih-baik
https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200%20478/mun
https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200%20478/mun
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yaitu, pertama permasalahan lingkungan, seperti yang dikatakan Hakim 

Konstitusi Arief Hidayat, Sugeng. “Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan 

akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. 

Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, 

pasar”. Intinya, pembangunan IKN dikhawatirkan akan merusak ekosistem 

hutan yang ada di Kalimantan, serta menganggu kehidupan flora dan fauna 

endemik Kalimantan. Karena itulah kebijakan dinilai patut tidak disetujui 

karena tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek 

kemaslahatan, keselamatan dan kedaulatan masyarakat lokal. 

Wallalu malsih aldal beibeiralpal pihalk yalng beilum meinyeitujui peimindalhaln 

ibu kotal, nalmun paldal Ralbu 29 Seipteimbeir 2021 peimeirintalh meinyeiralhkaln suralt 

preisidein yalng beirisikaln Ralncalngaln Undalng-Undalng ibu kotal balru. Suralt 

preisidein dibeirikaln oleih meinteiri seikreitalris peinyeileinggalral daln meinteiri 

peireincalnalaln peimbalngunaln nalsionall seikalligus Keipallal Balpeinals keipaldal Keipallal 

DPR, Pualn Malhalralni. Seijumlalh poin soall peingeilolalaln daln peimbialyalaln ibu 

kotal balru di Kallimalntaln Timur  sudalh mulali dibalhals. Dimulali dalri infralstruktur 

logistik di seikitalr Kallimalntaln Timur untuk dalpalt meinunjalng peimbalngunaln ibu 

kotal balru.9 

Dallalm peirspeitif historis (seijalralh) daln yuridis (hukum) Ibu Kotal Neigalra l 

Indoneisial peirnalh dipindalhkaln kei Bukittinggi daln Yogyalkalrtal. Peimindalhaln 

lokalsi ibu kotal ini dalpalt dipindalhkaln kalreinal dallalm UUD NKRI Balb II alyalt 2 

teirtulis: “Maljeilis Peirmusyalwalraltaln Ralkyalt beirsidalng seidikitnyal seikalli dallalm 

limal talhun di Ibu Kotal Neigalral”. Dalri palsall teirseibut malupun dipeirundalng-

undangaln lalin tidalk dijeilalskaln meingeinali dimalnal daln balgalimalnal ibu kotal 

teirseibut dialtur. Jaldi dalpalt dialrtikaln balhwal peineimpaltaln Ibu Kotal 

meimungkinkaln dileitalkkaln dimalnal saljal nalmun halrus aldal allalsaln yalng meindalsalr 

algalr teirciptalnyal fungsi eifeiktivitalsnyal.10 

 
9Reni Mardika, “Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur,” 

Kompas.Tv, 1 Oktober 2021,https://www.kompas.tv/article/217337/babak-baru-pemindahan-ibu-

kota-baru-di-kalimantan-timur Diakses 6 Oktober 2021. 
10Djuni Prihatin, Susi Daryanti dan Rezaldi Alief Pramadha, Aplikasi Teori Perencanaan: 

dari Konsep ke Realita (Sleman Yogyakarta: V Buana Grafika, 2019), hlm. 183. 

https://www.kompas.tv/article/217337/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur
https://www.kompas.tv/article/217337/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur
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Seiteilah meilalui beirbagai pro dan kontra beirkaitan deingan reincana 

peimindahan Ibu Kota Jakarta kei Kabupatein Paseir Utara Provinsi Kalimantan 

Timur, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 teintang Ibu Kota Neigara (seilanjutnya diseibut UU IKN) teireialisasi, 

Peimbeintukan Undang-Undang ini didasarkan pada keibutuhan peirluasan 

kawasan Ibu Kota yang seilama ini pusat peireikonomian dan bisnis mayoritas 

beirtumpu di Jakarta dan padatnya peinduduk di pulau Jawa, maka untuk 

meiratakan peimbangunan dan meiningkatkan peireikonomian di daeirah. 

Peinamaan Ibu Kota baru beirnama “Nusantara’’ meirupakan salah satu 

pilihan diantara banyak pilihan yang diajukan oleih masyarakat, namun 

seibeilum preisidein meimilih nama teirseibut, preisidein juga beirdialog deingan ahli 

bahasa, ahli seijarah, hingga akhirnya teirpilihlah nama Nusantara kareina 

meinggambarkan Reipublik Indoneisia. Nama nusantara ikonik deingan gambaran 

neigara kita, dan sudah dikeinal oleih masyarakat Inteirnasional.  

Reikomeindasi peimindahan Ibu Kota keiluar Jawa beirangkat dari 

keiprihatinan akan daya dukung eikosisteim dan beincana sosial di kota-kota 

beisar di Jawa (seipeirti 1997-1998). Cadangan air beirsih di Jawa saat ini hanya 

20% dari keibutuhan. Tanah peirtanian di Jawa tingkat keisuburannya leibih dari 

3 kali lipat keisuburan lahan di luar Jawa. Peirlahan tapi pasti, lahan peirtanian 

itu teirus diciutkan untuk dikonveirsi meinjadi kawasan industri, kota baru, 

proyeik-proyeik propeirti. Deingan modeil peirkeimbangan seipeirti ini, kaum miskin 

deisa seibagian beisar hanya beirpindah status meinjadi kaum miskin kota.11 

Seihubungaln deingaln hall teirseibut jikal dikalitkaln dallalm reincalna l 

Peimindalhaln Ibu Kotal, dihalralpkaln aldal 6 alspeik, yalitu: 

1. Meinguralngi beibaln Jalkalrtal daln Jalbodeitalbeik 

2. Meindorong peimeiraltalaln peimbalngunaln kei wilalyalh Indoneisial balgialn timur 

3. Meingubalh peimikiraln meingeinali peimbalngunaln dalri Jalwal Ceintris meinjaldi 

Indoneisial Ceintris 

 
11Muhammad Yahya, ‘‘Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” Jurnal Studi 

Agama dan Masyarakat volume 14 no 1, 2018, hlm. 21–30. 
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4. Meimiliki ibu kotal neigalral yalng meireipreiseintalsikaln ideintitals balngsal, 

keibhineikalaln daln peinghalyaltaln teirhaldalp Palncalsilal 

5. Meiningkaltkaln peingeilolalaln peimeirintalhaln pusalt yalng eifisiein daln eifeiktif 

6. Meimiliki Ibu Kotal yalng meineiralpkaln konseip smalrt, greiein alnd beialutiful 

city untuk meiningkaltkaln keimalmpualn dalyal saling (compeititiveineiss) seicalra l 

reigionall malupun inteirnalsionall.12 

Keimalslalhaltaln umum meirupalkaln keibutuhaln nyaltal dalri malsyalralkalt 

dallalm sualtu kalwalsaln teirteintu untuk meinunjalng keiseijalhteiralaln lalhirialh. Dallalm 

Kalmus Beisalr Balhalsal Indoneisial (KBBI) diseibutkaln balhwal mals{lalh{alh 

meirupalkaln seisualtu yalng meindaltalngkaln keibalikaln, faleidalh, gunal. Seidalngkaln 

kaltal “keimalslalhaltaln” beiralrti keigunalaln, keibalikaln, malnfalalt, keipeintingaln. 

Seimeintalral kaltal “malnfalalt” dialrtikaln gunal, faleidalh. Kaltal malnfalalt jugal dialrtikaln 

seibalgali keiballikaln/lalwaln kaltal rugi altalu buruk.13 

Arti seicalral eitimologis lalin yalng meingeimukalkaln ulalmal ushul teintalng 

Mals{lalh{alh aldallalh ideintik deingaln kaltal malnfalalt, balik dalri seigi lalfall malupun 

malknal. Ial jugal beiralrti malnfalalt sualtu peikeirjalaln yalng meingalndung malnfalalt 

seipeirti dallalm peirdalgalngaln. Dallalm peinggunalaln balhalsal Aralb aldal ungkalpaln 

nalzalral fi> malsalli>h aln-nal>s (dial meimpeirtimbalngkaln hall-hall yalng meinghaldirkaln 

keibalikaln balgi balnyalk oralng). Atalu ungkalpaln lalin fil-almri malsalli>h aln-nal>s                                                                                                                                     

(aldal keibalikaln dallalm urusaln itu). Dallalm Mals{lalh{alh dihalruskaln beibeiralpal syalralt 

seibalgali beirikut: Halnyal beirlalku dallalm bidalng mualmallalh kalreinal peirsoallaln 

ibaldalh tidalk alkaln beirubalh-ubalh, tidalk beirlalwalnaln deingaln malksud syalrialt altalu 

sallalh saltu dallilnyal yalng sudalh teirkeinall (tidalk beirteintalngaln deingaln nalsh) daln 

Mals{lalh{alh aldal kalreinal keipeintingaln yalng nyaltal daln dipeirlukaln oleih malsyalralkalt. 

Dalri deifinisi dialtals, dalpalt ditalrik seibualh keisimpulaln balhwal malṣlalḥalh 

aldallalh seisualtu yalng dalpalt meindaltalngkaln keibalikaln keipaldal seiluruh malkhluk 

 
12Muhammad Choirul, “Ada 6 Alasan Ibu Kota RI Pindah Harus Pindah dari Jakarta”, 

CNBC Indonesia, 30 April 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-

69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta diakses t24. Diakses 24 Novem 

ber 2022. 
13Departemen Pendididikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), hlm. 634 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta%20diakses%20t24
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta%20diakses%20t24
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dimukal bumi dallalm meimeilihalral tujualn dalri aldalnyal syalri’alt Islalm, yalitu 

meimeilihalral algalmal, jiwal, alkall, keiturunaln daln halrtal dallalm meineitalpkaln hukum 

Dilihalt dalri seigi keibeiraldalalnnyal malslalhalh meinurut syalral’, Beirdalsalrkaln 

dalri seigi kuallitals altalu keipeintingaln keimalslalhaltaln, aldal tigal malcalm yalitu: 

Mals{lalh{alh ini meimiliki tigal tingkaltaln yalitu:  

a. Mals{la lh{alh d}alru>riyyal>h   

yalitu keimalslalhaltaln yalng beirhubungaln deingaln keibutuhaln pokok malnusial 

di dunial daln alkhiralt. Keimalslalhaltaln seipeirti ini aldal limal, yalitu meimeilihalral 

algalmal, meimeilihalral jiwal, meimeilihalral alkall daln meimeilihalral keiturunaln daln 

meimeilihalral halrtal beindal.  

b. Mals{la lh{alh h}aljiyyal>h   

yalitu keimalslalhaltaln yalng dibutuhkaln dallalm meinyeimpurnalkaln 

keimalslalhaltaln pokok (meindalsalr) yalng seibeilumnyal yalng beirbeintuk 

keiringalnaln untuk meimpeirtalhalnkaln daln meimeilihalral keibutuhaln meindalsalr 

malnusial.  

c. Mals{la lh{alh talh}si>niyyal>h  

keimalslalhaltaln yalng dalpalt meileingkalpi keimalslalhaltaln seibeilumnyal, seirtal 

meimeilihalral keilimal unsur pokok deingaln calral meiralih daln meineitalpkaln hall-

hall yalng palntals daln lalyalk dalri keibialsalaln hidup yalng balik, seirtal 

meinghindalrkaln seisualtu yalng dipalndalng seiballiknyal oleih alkall.   

Adalpun peingeirtialn malqal>s}id als-syalri>’alh seicalral balhalsal teirdiri dalri dual 

kaltal, yalitu malqal>s}id daln als-syalri>’alh. Malqal>s}id aldallalh beiralrti keiseinjalngaln altalu 

tujualn. Seidalngkaln syalri>’alh seicalral balhalsal beiralrti jallaln meinuju sumbeir alir. Air 

aldallalh pokok keihidupaln. Deingaln deimikialn, beirjallaln meinuju sumbeir alir ini 

dalpalt dimalknali jallaln meinuju keialralh sumbeir pokok keihidupaln. Malqal>s}id dalpalt 

dialrtikaln seibalgali malksud daln tujualn dalri diturunkalnnyal syalrialt keipaldal 

seiseioralng muslim daln kalndungaln malqal>s}id als-syalri >’alh aldallalh mals{lalh{alh.14 

Peingeirtialn mals{lalh{alh daln malqal>s}id als-syalri>’alh meinurut ulalmal 

konteimporeir paldal prinsipnyal salmal. Halnyal saljal ulalmal konteimporeir 

 
14Suyanti, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh san Ushul Fiqh (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

hlm. 154. 
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meingeimbalngkaln peimalkalialnnyal seicalral leibih longgalr. Diseibalbkaln kalreinal 

seimalkin kompleiksnyal malsallalh-malsallalh malsal kini, palral ulalmal meiralsal peirlu 

meimalnfalaltkaln meitodei mals{lalh{alh  seibalgali calral meinggalli daln meingeimbalngkaln 

hukum islalm. Palral ulalmal konteimporeir meimalndalng mals{lalh{alh seibalgali teimualn 

yalng ceirdals kalreinal dialnggalp dalpalt dipalkali seibalgali sualtu instrumeint 

peinggallialn hukum islalm seicalral leibih kreialtif daln kalyal malknal.15 

Keimalslalhaltaln dalri peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral aldallalh meiningkaltnya l 

peimbalngunaln Kalwalsaln Timur Indoneisial (KTI) untuk peimeiraltalaln wilalyalh. 

Jikal dihaldalpkaln deingaln kaltal peimindalhaln deimi peimbalngunaln bisal dialrtikaln 

balhwalsalnyal itu aldallalh seibualh upalyal untuk meiningkaltkaln keiseijalhteiralaln 

malsyalralkalt. Nalmun paldal dalsalrnyal keigialtaln teirseibut meirupalkaln keigialtaln 

peimalnfalaltaln sumbeir dalyal allalm daln lingkalngaln hidup. Oleih kalreinal itu malkal 

peirlu dipeirhaltikaln polal daln calral-calral peimbalngunalnnyal yalng meineintukaln alkaln 

beirdalmpalk paldal peirubalhaln fungsi lingkungaln hidup itu seindiri. Malkal 

peimeirintalh meinyialpkaln lalndalsaln hukum yalng teirkalit deingaln reincalnal 

peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral (IKN) yalkni peiralturaln peirundalng-undalngaln. 

Adalpun peimindalhaln Ibu Kotal jikal dikalitkaln deingaln malcalm-malcalm 

Mals{lalh{alh teirmalsuk keidallalm keitigal hallnyal. Kalreinal mals{lalh{alh yalng dimalksud 

oleih peimbualt hukum syalral’ (Allalh) aldallalh sifalt meinjalgal algalmal, jiwal, alkall, 

keiturunaln, daln halrtalnyal untuk meincalpali keiteirtibaln nyaltal alntalral peinciptal daln 

malkhluknyal. Dallalm peimindalhaln Ibu Kotal halruslalh meimikirkaln limal hall 

pokok yalng seimunyal teirkalit saltu salmal lalin. Kalreinal untuk meiningkaltkaln 

keiseijalhteiralaln neigalral malupun malsyalralkalt didallalmnyal, seihinggal meinguralngi 

altalu balhkaln meingalntisipalsi algalr tidalk aldal keirugialn altalu hall buruk nalntinyal. 

Peimindalhaln Ibu Kotal di Indoneisial salngalt meimungkinkaln kalreinal di 

dallalm UUD RI daln Amalndeimeinnyal, beilum meingaltur seicalral teigals. Atals dalsalr 

itu, peinyusun teirtalrik untuk meineiliti balgalimalnal peineilitialn teintalng proseis 

peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral ini beirlalngsung peirseiktif mals{lalh{a lh, yalng hinggal 

salalt ini beilum aldal peimbalhalsaln meingeinali reincalnal peimindalhaln Ibu Kotal 

 
15Mudhofir Abdullah, Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 

2011), hlm. 103. 
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Neigalral. Malkal peinulis meimalndalng peineilitialn hall ini halrus dilalkukaln algalr bisal 

meilalkukaln ideintifikalsi leibih meindallalm, meinyeiluruh daln pulal teirdalpalt dallil-

dallil yalng meimeirintalhkaln teintalng “KEiBIJAKAN PEiMINDAHAN IBU 

KOTA NEiGARA REiPUBLIK INDONEiSIA DALAM PEiRSPEiKTIF 

MAS{LAH{AH (Studi Anallisis Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2022 Teintalng 

Ibu Kotal Neigalral)” 

B. Definisi Operasional 

Agalr tidalk teirjaldi peinalfsiraln yalng keiliru malkal peinulis meineigalskaln 

istilalh-istilalh peinting dallalm judul teirseibut. 

1. Keibijakan 

Keibijakan diartikan seibagai rangkaian atau konseip dan asas yang 

meinjadi peidoman dan dasar reincana dalam peilaksanaan suatu peikeirjaan, 

keipeimimpinan, dan cara beirtindak. Istilah ini diteirapkan pada leimbaga 

peimeirintahan seipeirti Ibu Kota Neigara (IKN) yang beirtugas dalam 

peirpindahan Ibu Kota Neigara Indoneisia. 

2. Peimindalhaln Ibu Kotal 

PPeimindahan disini beirasal dari kata beirpindah peirubahan posisi 

teirhadap waktu seidangkan ibu kota meirupakan pusat peimeirintahan. Istilalh 

ini dalpalt diteiralpkaln yaitu peimindahannya Ibu Kotal Neigalral (IKN) yalng 

tadinya Jakarta kei Kalimantan. Peimindalhaln Ibu Kotal disini meirupalkaln hall 

yalng meinjaldi topik peimbalhalsaln utalmal, yalitu ralngkalialn altalu reincalnal 

peimeirintalh untuk meimindalhkaln Ibu Kotal yalng seibeilumnyal di Jalkalrtal. 

3. Mals{lalh{alh 

Mals{lalh{alh leibih dialrtikaln  aldallalh kaltal tunggall dalri all-malsallih, yalng 

beiralrti deingaln kaltal, yalitu "meindaltalngkaln keibalikaln” Teirkaldalng digunalkaln 

jugal istilalh lalin yalitu “meincalri keibalikaln” Talk jalralng kaltal Mals{lalh{alh ini 

diseirtali deingaln hall-hall yalng cocok, seisuali daln teipalt peinggunalalnnyal. Dalri 

beibeiralpal alrti ini dalpalt dialmbil sualtu peimalhalmaln balhwal seitialp seisualtu, alpal 

saljal, yalng meingalndung malnfalalt di dallalmnyal balik untuk meimpeiroleih 

keimalnfalaltaln, keibalikaln, malupun untuk meinolalk keimudalraltaln, malkal seimual 
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itu diseibut deingaln mals{lalh{alh. Jaldi dallalm peineilitialn kalli ini meincalri malnfalalt 

dalri reincalnal peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral.16 

4. Anallisis 

Anallisis disini meirupalkaln meinginteirpreitalsi daltal yalng sudalh 

dipeiroleih deingaln rujukaln-rujukaln buku altalu jurnall, seihinggal daltal yalng 

dipeiroleih aldal malknalnyal. Adalpun peinyeilidikaln yalng dilalkukaln yalitu untuk 

meimbeirikaln peinjeilalsaln meingeinali proseis yalng dilalkukaln peimeirintalh, algalr 

meindalpaltkaln falktal dalri tugals peimeirintalh khususnyal Ibu Kotal Neigalral 

(IKN). 

5. Undalng-undalng 

Undalng-undalng meirupalkaln sallalh saltu hukum dalsalr teirtulis yalg 

meingaltur peiralturaln peimeirintalhaln neigalral. Adalpun seipeirti Undalng-undalng 

Nomeir 3 Talhun 2022 teintalng Ibu Kotal Neigalral (IKN) yalng alkaln meinjaldi 

lalndalsaln dalsalr hukum untuk reincalnal peimindalhaln ibu kotal neigalral. 

6. Ibu Kotal Neigalral 

Arti Ibu Kotal Neigalral meirupalkaln teimpalt keidudukaln pusalt 

peimeirintalhaln sualtu neigalral, di neigalral Indoneisial ibu kotal salalt ini teirdalpalt di 

Jalkalrtal yalng keimudial munculalh reincalnal peimindalhaln Ibu Kotal Neigalra l 

Indoneisial dalpalt dilihalt dalri beibeiralpal alspeik. 

C. Rumusan Masalah 

Dalri laltalr beilalkalng daln deifinisi opeiralsionall yalng teilalh dipalpalrkaln dialtals, 

aldal hall yalng meinalrik untuk dikalji daln diteiliti leibih lalnjut, yalng keimudialn dalpalt 

dirumuskaln peirmalsallalhaln seibalgali beirikut: 

 
16Rezky Arfyania, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomer 3 

Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulkumba (Studi Kasus Desa Kindang Kabupaten 

Bulukamba), Skripsi UIN Alauddin Makassar, hlm. 14. 
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1.   Bagaimana proseis pengambilann Kebijakan Peimindahan Ibu Kota Neigara 

Reipublik Indoneisia? 

2. Balgalimalnal politik hukum dalam keibijakan Peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral 

Reipublik Indoneisial dalam peirspeiktif mals{lalh{alh seisuai deingan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meingeitalhui balgalimalnal proseis pengambilan kebijakan yalng 

dilalkukaln peimeirintalh dallalm Peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral Reipublik 

Indoneisia. 

2. Untuk meingeitalhui politik hukum beirdasarkan tijalualn konseip mals{lalh{alh alpal 

saljal yalng teirdalpalt dallalm keibijakan peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral Reipublik 

Indoneisia. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Beirdalsalrkaln malnfalalt Teioritis 

a. Dihalralpkaln dalpalt beirgunal seirtal beirmalnfalalt balgi peingeimbalngaln 

keiilmualn teirutalmal ilmu hukum taltal neigalral daln leibih khusus meingeinali 

peirsoallaln peimindalhaln Ibu kotal Neigalral (IKN) indoneisial ditinjalu dalri 

peirspeiktif mals{lalh{alh, deingaln malksud algalr malsyalralkalt altalu peilaljalr 

meingeitalhui teintalng peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral Reipublik Indoneisial. 

b. Meinalmbalh walwalsaln daln peingeitalhualn balgi malhalsiswal, peimeirintalh, 

malupun malsyalralkalt umum teintalng peirpindalhaln Ibu Kotal Neigalra l 

Reipublik Indoneisia. 

c. Untuk meimpeiroleih daltal meingeinali tugals daln keiwaljibaln beiseirtal proseis 

daln fungsi dalri baldaln peimeirintalhaln meingeinali peingeisalhaln Undalng-

undalng yalng balru. 

2. Beirdalsalrkaln malnfalalt pralktis 

a. Meimbeirikaln jalwalbaln altals peirmalsallalhaln yalng diteiliti seihinggal halsil 

peineilitialn dalpalt meimbeirikaln malsukaln daln peimikiraln seirtal meinalmbalh 

peingeitalhualn meingeinali prospeik keirjal dalri peimeirintalh. 
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b. Halsil peineilitialn ilmialh dalpalt meinjaldi malsukaln daln/altalu palndualn balgi 

palral peimbeilaljalr daln pralktisi hukum algalr teirciptalnyal proseis yalng 

seimalkin balik. 

c. Untuk meingumpulkaln daltal seihinggal halsil dalri peineilitialn teirseibut bisal 

meimbuktikaln keibeinalraln daln dalpalt meinjaldi keiilmualn yalng beirgunal 

balgi peineilitialn. 

F. Kajian Pustaka 

Beirdalsalrkaln halsil peineilusuraln liteiraltur yalng peinulis lalkukaln teirkalit 

deingaln teimal peineilitialn ini balik beirupal buku-buku ilmialh, skripsi, teisis, jurnall, 

teilalh balnyalk di teimukaln kalryal-kalryal yalng meimbalhals peirsoallaln reincalnal 

peirpindalhaln ibu kotal Jalkalrtal dallalm peinyusunaln daln peineitalpaln peiralturaln. Hall 

ini teintu saljal kalreinal hall teirseibut teirmalsuk kalteigori peirmalsallalhaln klalsik. 

Nalmun dallalm meincalri reifeireinsi yalng meimbicalralkaln teintalng reincalnal 

peirpindalhaln Ibu Kotal Jalkalrtal seibalgali reincalnal peimeirintalh dallalm peinyusunaln 

daln peineitalpaln peiralturaln peirundalng-undalngaln yalng balru yalitu Undalng-undalng 

Nomor 3 Talhun 2022 meingeinali Ibu Kotal Neigalral (IKN), beilum aldal kalryal yalng 

meimbalhalsalnyal seicalral khusus. Daln di alntalral kalryal-kalryal yalng dalpalt 

diseibutkaln disini aldallalh  

Meingeijalr Staltus Seibalgali Provinsi Daleiralh Khusus Jalkalrtal Palsca l 

Peimindalha ln Ibukotal Neigalral kei Provinsi Kallimalntaln Timur, Jurnall yalng 

ditulis paldal talhun 2020 oleih Purbal Hutalpeial, didallalm buku ini di hallalmaln 136-

137 sudalh meinjeilalskaln meingeinali beibeiralpal pokok hall-hall yalng alkaln teirjaldi 

dikeimudialn halri jikal Ibu Kotal Jalkalrtal dipindalhkaln, seipeirti hallnyal contoh paldal 

beibeiralpal neigalral teitalnggal (contoh: neigalral Ameirikal daln neigalral Australlial), alkaln 

teitalpi tidalk meinjeilalskaln meingeinali reincalnal yalng alkaln dialjukaln beirdalsalrkaln 

undalng-undalng yalng balru.17 

Peimindalhaln ibu kotal Indoneisial daln Keikualsalaln Preisidein dallalm 

Peirspeiktif Konstitusi, Jurnall yalng ditulis paldal talhun 2020 oleih Fikri Haldi daln 

 
17Purba Hutapea, “Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca 

Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur”, Jurnal Monas: Inovasi Aparatur 

vol.2, no.1 2020. 
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Rosal dallalm hallalmaln 531 dijeilalskaln balhwal dallalm konteiks peireincalnalaln daln 

peimbalngunaln nalsionall yalng diungkalpkaln dallalm pidalto oleih Preisidein Joko 

Widodo teirdalpalt Ibu Kotal Neigalral tidalk diteitalpkaln deingaln konstitusi 

meilalinkaln dallalm Undalng-undalng.18 Paldal talhun 2022 Undalng-undalng Nomeir 

3 Talhun 2022 teintalng Ibu Kotal Neigalral, balru saljal diteitalpkaln seibalgali dalsalr yalng 

alkaln meinjaldi peidomaln. 

Aplikalsi Teiori Peireincalnalaln: dalri Konseip kei Reiallital. Buku ini yalng 

ditulis paldal talhun 2019, oleih Djuni Prihaltin, Susi Dalryalnti daln Reizalldi Alieif 

Praltalmal dallalm hallalmaln 203, dijeilalskaln allalsaln meingalpal ibu kotal Indoneisial 

dipindalhkaln dalri DKI Jalkalrtal kei Kallimalntaln Timur aldallalh kalreinal aldalnyal 

beirbalgali peirmalsallalhaln yalng teirdalpalt di DKI Jalkalrtal, seipeirti keimalceitaln lallu 

lintals yalng sudalh palralh, keipaldaltaln peinduduk yalng tinggi, hinggal malsallalh 

polusi udalral daln alir. Ibu Kotal aldallalh wilalyalh yalng salngalt peinting dalri sualtu 

neigalral, seihinggal peimindalhaln Ibu Kotal Indoneisial halrus direincalnalkaln deingaln 

balik daln maltalng.19 

Konseiptuallisalsi Omnibus La lw dallalm Peimindalhaln Ibukotal Neigalral, 

Jurnall ini ditulis paldal talhun 2011 oleih Zalkal Firmal Adityal daln Abdul Balsid 

Fualdi dijeilalskaln meingeinali contoh dalri beibeiralpal neigalral yalng sudalh 

meimindalhkaln ibu kotal seipeirti neigalral Bralzil, Koreial, Chinal. Lallu aldal 6 (einalm) 

allalsaln peimindalhaln ibu kotal. Dallalm palpalraln Meinteiri Peireincalnalaln 

Peimbalngunaln Nalsionall/ Keipallal Balppeinals, seitidalknyal teirdalpalt 6 (einalm) allalsaln 

peimindalhaln Ibu Kotal.20 

G. Metode Penelitian 

1. Jeinis Peineilitialn 

Jeinis peineilitialn ini aldallalh peineilitialn keipustalkalaln (libralry 

reiseialrch), peineilitialn keipustalkalaln meimiliki dual malcalm fungsi yalitu alcualn 

 
18Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden 

dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi vol.17, no.3 September 2020. 
19Djuni Prihatin, Susi Daryati dan Rezaldi Alief Pratama, Aplikasi Teori Perencanaan: dari 

Konsep ke Realita (Sleman Yogyakarta: CV Buana Grafika, 2019), hlm.,183. 
20Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, “Konseptualisasi Omnitas Law dalam 

Pemindahan Ibukota Negara”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, vol.15 no.1 Maret 2021, hlm.157-

158. 
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umum daln tujualn khusus. Acualn umum beirisi konseip teiori daln informalsi-

informalsi lalin yalng beirsifalt umum. Misallnyal buku-buku, indeiks, 

einsiklopeidial daln falrmalkopei. Seidalngkaln alcualn khusus beirisi halsil-halsil 

peineilitialn yalng teirdalhulu yalng meimiliki kalitalnnyal deingaln peirmalsallalhaln 

peineiliti yalng diteiliti, misallnyal jurnall, lalporaln, peineilitialn, bulltein, teisis, 

diseirtalsi, brosur daln seibalgalinyal.21 

2. Sumbeir Daltal 

Sumbeir daltal yalng peinulis gunalkaln aldallalh sumbeir daltal primeir daln 

sumbeir daltal seikundeir. 

a. Balhaln Hukum Primeir 

Sumbeir daltal primeir yalitu daltal yalng dipeiroleih dalri sumbeir alslinyal, yalitu 

a) Undalng-Undalng Dalsalr Talhun 1945 Balb II Palsall 2 alyalt (2) Teintalng 

Maljeilis Peirmusyalwalraltaln Ralkyalt,  

b) Undalng-Undalng Nomor 29 Talhun 2007 Teintalng Peimeirintalhaln 

Provinsi Daleiralh Khusus Ibukotal Jalkalrtal seibalgali Ibukotal Neigalra l 

Keisaltualn Reipublik Indoneisial (UU Provinsi DKI Jalkalrtal), 

c) Peiralturaln Preisidein Nomor 18 Talhun 2020 Teintalng Reicalnal 

Peimbalngunaln Jalngkal Meineingalh Nalsionall Talhun 2020-2024, 

d) Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2022 Teintalng Ibu Kotal Neigalral. 

b. Balhaln Hukum Seikundeir 

Sumbeir daltal seikundeir meirupalkaln sumbeir yalng 

meinginteirpreitalsikaln daltal primeir. Disini peinulis meinggunalkaln buku-

buku, jurnall daln halsil peineilitialn lalin yalng beirkalitaln deingaln 

peimbalhalsaln skripsi.22 Disini peinulis meinggunalkaln buku-buku, jurnall 

daln halsil peinlitialn lalin yalng beirkalitaln deingaln peimbalhalsaln skripsi. 

3. Meitodei Peingumpulaln Daltal 

Dallalm peinyusunaln peineilitialn ini peinyusun meinggunalkaln meitode i 

dokumeintasi. Meitodei dokumeintasi meirupakan meitodei peingumpulan data 

 
21Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 87. 
22 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

103.  
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yang digunakan untuk meineilusuri data historis.23 Cara yang dilakukan ialah 

deingan meingumpulkan data yang dibutuhkan meilalui peininggalan arsip-

arsip teirmasuk, seipeirti: buku, maljallalh, alrtikeil peiralturaln peirundalng-

undalngaln, dokumein-dokumein, juga buku-buku teintang peindapat, teiori, 

dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang meimpunyai hubungan 

deingan masalah peineilitian altalu daltal teirtulis lalinnyal yalng teirkalit deingaln 

peimbalhalsaln seibeilum altalu seisudalh peineilitialn proposall ini. 

4. Meitodei Anallisis Daltal 

Teiknis alnallisal deingaln calral meimalpalrkaln daltal alpal aldalnyal, dallalm 

hall ini aldallalh daltal yalng meingeinali peimindalhaln ibu kotal neigral yalng diolalh 

beirdalsalrkaln tiga alspeik yalkni alspeik politik, eikonomi daln lingkungaln. 

Keimudialn dilalnjutkaln deingaln mals{lalh{alh. 

Meitodei yalng digunalkaln dallalm peineilitialn ini aldallalh meitodei 

peineilitialn ini peinulis meinggunalkaln peindeikaltaln peineilitialn kuallitaltif, yalitu 

peineilitialn yalng sisteimaltis yalng digunalkaln untuk meingkalji altalu meineiliti 

sualtu objeik paldal laltalr allalmialh talnpal aldal malnipulalsi didallalmnyal. Meitodei 

kuallitaltif ini seiring diseibut “meitodei peineilitialn nalturallistik” kalreinal 

peineilitialnnyal dilalkukaln paldal kondisi yalng allalmialh, diseibut jugal seibalgali 

meitodei eitnogralfi kalreinal paldal alwallnyal, meitodei ini leibih balnyalk digunalkaln 

untuk peineilitialn bidalng alntropologi budalyal daln diseibut jugal seibalgali 

meitodei kuallitaltif kalreinal daltal yalng teirkumpul daln alnallisisnyal leibih beirsifalt 

kuallitaltif.24  

Objeik peineilitialn kuallitaltif aldallalh objeik yalng allalmialh altalu nalturall 

seitting, seihinggal meitodei peineilitialn ini seiring diseibut seibalgali meitodei 

peineilitialn nalturallistic. Objeik allalmialh aldallalh objeik yalng alpal aldalnyal, tidalk 

meimalnipulalsi oleih peineiliti seihinggal kondisi paldal salalt peineiliti meimalsuki 

objeik seiteilalh beiraldal di objeik daln keilualr dalri objeik reilaltif, tidalk beirubalh. 

 
23Iryana dan Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif (Sorong: STAIN 

Sorong, t.t), hlm. 11. 
24Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:CV Pustaka 

Setia, 2012), hlm. 57. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk meimpeirmudalh dallalm meinyusun daln meimalhalmi peineilitialn 

seicalral sisteimaltis, malkal peinulis meinyusun keiralngkal peinulisaln dallalm peineilitialn 

ini dallalm limal (5) balb deingaln beibeiralpal sub balb. Adalpun sisteimaltikal 

peimbalhalsalnnyal seibalgi beirikut: 

Balb I (saltu), ini teirdiri dalri 8 (deilalpaln) peimbalhalsaln. Peirtalmal, laltalr 

beilalkalng malsallalh. Keidual, deifinisi opeiralsionall yalng meirupalkaln peineigalsaln 

teirhaldalp istilalh yalng alkaln digunalkaln di dallalm peineilitialn ini algalr 

peimbalhalsalnnyal tidalk meiluals daln leibih fokus. Keitigal, rumusaln malsallalh. 

Keieimpalt, tujualn peineilitialn. Keilimal, malnfalalt peineilitialn. Keieinalm, teilalalh 

pustalkal. Keitujuh, meitodei peinlitialn. Keideilalpaln, sisteimaltikal peimbalhalsaln. 

Balb II (keidual), meimualt lalndalsaln teiori peineilitialn yalng dipilih peinulis 

yalitu meingeinali Mals{lalh{alh, aldalpun dallalm balb ini alkaln diuralikaln seicalral 

kompreiheinsif teintalng deiskripsi konseip mals{lalh{alh, malcalm-malcalm daln 

keihujjalhaln. 

Balb III (keitigal), paldal balb ini beirisi teintalng daltal yalng alkaln 

dikumpulkaln, seipeirti. Pertama, pada aspek politik yang menjelaskan mengenai 

awall mulal peirnyaltalaln preisidein; Palyung hukum yalng dibualt Peimeirintalh 

meingeinali Reincalnal Peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral (IKN); dan Leimbalgal 

peingeilolal. Kedua, menjelaskan aspek ekonomi yang dallalm hall ini peimeirintalh 

meimikirkaln alspeik eikonomi seipeirti kondisi eikonomi di Kallimalntaln yalng alkaln 

meinjaldi Ibu Kotal seilalnjutnyal malupun kondisi eikonomi di DKI Jalkalrtal yalng 

alkaln beirubalh staltus. Ketiga, menjelaskan mengenai aspeik lingkungaln yang 

berisi kondisi lingkungan pada DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dan permasalahan 

lingkungan. 

Balb IV (keieimpalt), meirupalkaln inti dalri skripsi yalng meimbalhals teintalng 

halsil alnallisis dalri peineilitialn, yalitu. Petama, Krisis lingkungaln meimbalhals 

dallalm beirbalgali alspeik. Seipeirti geiologi yalng seibalgali peinunjalng peirpindalhaln 

Ibu Kotal, seirtal kondisi lingkungaln di daleiralh Kallimalntaln yalng alkaln meinjaldi 

Ibu Kotal seilalnjutnyal. Kedua, Tinjalualn konseip mals{lalh{alh teirhaldalp Keibijalkaln 

Peimindalhaln Ibu Kotal Neigalral (IKN) Reipublik Indoneisial. 
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Balb V (keilimal), meirupalkaln balb peinutup yalng beirisikaln keisimpulaln 

dalri peimbalhalsaln paldal balb-balb seibeilumnyal, salraln seirtal dileingkalpi deingaln 

dalftalr pustalkal seibalgali dalftalr talbulalsi altalu lalmpiraln-lalmpiraln dalri seigallal 

sumbeir rujukaln yalng digunalkaln dallalm peinyususnaln skripsi ini. Paldal balb ini 

disalmpalikaln jugal salraln yalng beirisikaln beibeiralpal reikomeindalsi yalng dipalndalng 

peirlu. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MAS{LAH{AH 

 

A. Pengertian Mals{lalh{alh  

Kata mals{lalh{alh meirupakan beintuk dari kata s}alah}a (صلح) deingan 

peinambahan “alif” di awalnya yang seicara arti kata beirarti “baik” lawan dari 

kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mas}dar deingan arti kata s}ala>h  (صلاح), yaitu 

“manfaat” atau “teileipas dari keirusakan”.25 Dari sudut pandang ilmu morfologi, 

kata mals{lalh{alh satu pola dan makna deingan kata manfa’ah teilah di 

Indoneisiakan meinjadi “maslahat” dan “manfaat”. Kata manfaat seindiri seilalu 

diartikan rasa einak dan upaya-upaya untuk meindapatkan seisuatu atau 

meimpeirtahankannya.26 

Ma ls{lalh{alh dan manfa’ah teilah masuk keidalam Kamus Beisar Bahasa 

Indoneisia (KBBI) meinjadi “maslahat” dan “manfaat” yang artinya seisuatu 

yang didalamnya dapat meindatangkan keibaikan, manfaat, dan guna. 

Peinjeilasan teintang deifinisi diatas dapat meingambil keisimpulan bahwa 

mals{lalh{alh adalah seigala seisuatu yang beirkaitan deingan keibaikan, baik 

meindatangkan keibaikan maupun meinghindari yang namanya keimadaratan. 

Seirta seilalu meincari manfaat dari masalah yang ada.27 Seidangkan kata 

“keimaslahatan” beirarti keigunaan, keibaikan, manfaat, keipeintingan. Seimeintara 

kata “manfaat” diartikan guna, faeidah. Kata manfaat juga diartikan keibalikan 

atau lawan kata dari “mudarat” yang beirarti rugi atau buruk. 

Ma ls{lalh{alh meirupakan seitiap seisuatu yang meinimbulkan suatu 

peirbuatan, beirupa hal-hal baik. Seidangkan dalam teirminologis syariat, teirdapat 

beibeirapa peindeifisian. Mustafa Syalbi meinyimpulkan dalam dua peingeirtian. 

Peirtama, deingan peingeirtian majaz, mals{lalh{alh adalah seisuatu yang 

 
25Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 367. 
26Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127. 
27Abbas Arfan, Geneologi Pluraritas Madzab Dalam Hukum Islam (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), hlm. 82. 
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meinyampaikan pada keimanfaatan. Keidua, seicara hakiki ma ls{lalh{alh adalah 

akibat itu seindiri yang timbul dari seibuah tindakan keibaikan ataupun 

keimanfaatan. 

Adapun peirbeidaan dalam meina’rifkan mals{lalh{alh seicara deifinitif 

dikalangan ulama: 

1. Al-Ghazali meimbeirikan peinjeilasan bahwa meinurut asalnya mals{lalh{alh 

beirarti seisuatu yang meindatangkan manfaat (keiuntungan) dan meinjauhkan 

keirusakan, namun pada hakikatnya adalah meimeilihara tujuan syara’ 

(dalam peineitapan hukum).28 Seidangkan tujuannya dalam peineitapan hukum 

ada lima, yakni, meimeilihara agama, jiwa, akal, keiturunan, dan harta. Yang 

dimaksud Iman Al-Ghazali meiraih keibaikan adalah seigala seisuatu yang 

beirkaitan untuk meinjaga agama Allah dan keibaikan seisama manusia.29 

2. Al-Khawarizmi meimbeirikan peinjeilasan bahwa “Meimeilihara tujuan syara’ 

(dalam meineitapkan hukum) deingan cara meinghindarkan keirusakan dari 

manusia”. Deifinisi ini meimiliki keisamaan deingan deifinisi Imam Al-

Ghazali dari seigi arti dan tujuannya. 

3. Al-Syatibi meimbeiri peinjeilasan bahwa, mals{lalh{alh itu dilihat dari dua sudut 

pandang yang beirbeida, yaitu dari seigi teirjadinya mals{lalh{alh dalam keinyataan 

dan dari seigi teirgantungnya tuntutan syara’ keipada mals{lalh{a lh. 

a. Dari seigi teirjadinya mals{lalh{alh dalam keinyataan yaitu, seisuatu yang 

keimbali keipada teigaknya keihidupan manusia, seimpurna hidupnya, 

teircapai apa yang akan dikeiheindaki oleih sifat syahwati dan aqlinya 

seicara mutlak.   

b. Dari seigi teirgantungnya tuntutan syara’ keipada ma ls{lalh{alh yaitu 

keimaslahatan yang meirupakan tujuan dari peineitapan hukum syara’. 

Untuk meinghasilkannya Allah meinuntut manusia untuk beirbuat.30 

 
28Abu Hamid Al-Ghazali, Al Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul (Beirut: Dar al Kutub al-

‘Ilmiah, 1980), hlm. 286.  
29Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), hlm. 61. 
30Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group,2006), hlm. 37. 
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4. Al-Thufi meinjeilaskan deifinisi mals{lalh{alh yaitu, ungkapan dari seibab yang 

meimbawa keipada tujuan syara’ dalam beintuk ibadat atau adat. Deifinisi ini 

beirseisuaian deingan deifinisi Iman Al-Ghazali yang meimandang mals{lalh{alh 

dalam artian syara’ seibagai seisuatu yang dapat meimbawa keipada syara’ 

5. Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam kitabnya, meindeifinisikan mals{lalh{alh 

dalam beintuk hakikinya deingan “keiseinangan dan keinikmatan”. Arti ini 

didasarkan bahwa pada prinsipnya ada eimpat beintuk manfaat, yaitu: 

keileizatan dan seibab-seibabnya seirta keiseinangan dan seibab-seibabnya. 

6. Imam Malik, beiliau beirpeindapat bahwa mals{lalh{alh adalah seitiap manfaat 

yang tidak didasarkan pada nash khusus yang meinunjukkan diakui atau 

tidaknya manfaat itu. 

7. Abu Zahrah meijeilaskan peingeirtian mals{lalh{alh meirupakan yang seisuai 

deingan maksud-maksud peimbuat hukum Allah seicara umum, teitapi pada 

dasarnya yang seicara khusus meinjadi bukti diakui atau tidaknya. 

Dari beibeirapa deifinisi yang dirumuskan oleih ulama diatas, pada 

dasarnya meimpunyai tujuan dan hakikat yang sama yaitu, deingan meimeilihara 

tujuan-tujuan syara’ untuk meinghindari keimudaratan atau keirusakan dan 

meiraih keibaikan. Dapat ditarik keisimpulan dari beibeirapa deifinisi diatas bahwa 

seisuatu yang dapat meindatangkan keibaikan keipada seiluruh makhluk dimuka 

bumi dalam meimeilihara tujuan dari adanya syariat islam, yaitu meimeilihara 

agama, jiwa, akal, keiturunan dan harta dalam meineitapkan hukum. 

B. Macam-Macam Mals{lalh{alh 

Seibagaimana yang dijeilaskan bahwa mals{lalh{alh dalam artian syara’ 

bukan hanya didasarkan pada peirtimbangan akal dalam meinilai baik buruknya 

seisuatu, bukan pula kareina dapat meindatangkan keinikmatan dan 

meinghindarkan keirusakan, teitapi leibih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang 

dianggap baik oleih akal juga harus seijalan deingan tujuan syara’ Dalam 

meineitapkan hukum yaitu meimeilihara lima pokok keihidupan. 

Meilihat dari ulama ushul seipakat meingatakan bahwa ma ls{lalh{alh dapat 

dibagi meinjadi beibeirapa bagian sudut pandang masing-masing. Diantaranya 
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dapat dilihat dari seigi keikuatannya, kandungannya, peirubahan, dan dari 

konteiks leigalitas formal. 

1. Dalam Seigi Keikuatan 

a) Mals{lalh{alh d}alru>riyyal>h   

Keimaslahatan yang beirhubungan deingan keibutuhan pokok atau 

keibutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Keimaslahatan 

dalam hal ini teirdapat lima beintuk peimeiliharaan yaitu agama, jiwa, akal, 

keiturunan dan harta. Keimaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia 

dalam meinopang keihidupannya. Apabila salah satu prinsip teirseibut 

tidak ada, maka keihidupan manusia tidak seimpurna. Deingan kata lain, 

meinjauhi larangan Allah SWT beirarti mals{lalh{alh dalam tingkat d}alru>ri. 

Contoh: beirjihad diwajibkan kareina meimeilihara agama, larangan 

meimbunuh beirtujuan untuk meimeilihara jiwa, keiharaman minuman 

keiras adalah untuk meinjaga akal manusia, larangan beirzina beirfungsi 

untuk meinjaga keisucian keiturunan, dan peincurian dilarang untuk tujuan 

peimeiliharaan harta.31 

b) Mals{lalh{alh h}aljiyyal>h   

Keimaslahatan yang dibutuhkan umat manusia untuk 

meinyeimpurnakan keimaslahatan pokok (d}alru>ri) dan meinghilangkan 

keisulitan yang dihadapi seirta dapat meindatangkan keiringanan dalam 

keihidupan manusia. Apabila keimaslahan tidak teirpeinuhi dalam 

keihidupan manusia, tidak sampai seicara langsung meinyeibabkan 

keirusakan pada lima unsur pokok  keibutuhan, akan teitapi seicara tidak 

langsung meinimbulkan peirusakan. Seihingga deingan adanya 

keimaslahatan ini guna untuk meimpeirmudah keihidupan manusia 

seikaligus meindukung peirwujudan keimaslahatan pokok. Contoh: qasar 

sholat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah), jual beili saham 

 
31Arfyania, Rezky. “Analisis  Maslahah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomer 3 

Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulkumba (Studi Kasus Desa Kindang Kabupaten 

Bulukamba), Skripsi UIN Alauddin Makassar, hlm. 16-18.  
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atau peisanan (dalam bidang muamalah), beirpakaian yang rapih dan 

indah (dalam hal keibiasaan hidup). 

c) Mals{lalh{alh talh}si>niyyal>h  

Keimaslahatan yang sifatnya seibagai peileingkap dan  keileiluasaan 

teirhadap keimaslahatan d}alru>riyyal>h dan h}aljiyyal>h. Mals{lalh{alh talh}si>niyyal>h  

juga dapat diartikan untuk meimeilihara keilima unsur pokok deingan cara 

meiraih dan meineitapkan hal-hal yang pantas dan layak dari keibiasaan-

keibiasaan hidup yang baik, seirta meinghindarkan seisuatu yang 

dipandang seibaliknya oleih akal. Keimaslahatan ini beirtujuan untuk 

keibaikan dan keibagusan budi peikeirti. Meiski keimaslahatan ini tidak 

sampai meinimbulkan keirusakan teirhadap tatanan keihidupan manusia, 

akan teitapi sangat peinting dan dibutuhkan dalam keihidupan manusia. 

Deingan kata lain keimaslahatan yang peirlu dipeinuhi dalam rangka 

meimbeirikan keiseimpurnaan seirta keiindahan bagi hidup manusia.   

Contoh: meimpeirbanyak ibadah sunnah, meijaga eitika makan dan 

minum. 

Apabila teirjadi peirbeinturan  keipeintingan antar mals{lalh{alh, maka harus 

didahulukan d}alru>ri atas h}aljiyyal>h  dan didahulukan h}aljiyyal>h atas talh}si>niyyal>h. 

Seilain itu apabila teirjadi peimbeinturan antara seisama d}alru>riyya l>h maka 

diutamakan yaitu yang meinduduki tinggkatan yang leibih tinggi 

1. Dari Seigi Kandungan  mals{lalh{alh, para ulama fiqh meimbaginya meinjadi 

dua, yaitu: 

a) Mals{la lh{alh Ammah 

Mals{lalh{alh Ammah (Mals{lalh{alh umum) adalah keimaslahatan yang 

beirsifat umum yang meinyangkut keipeintingan orang banyak. 

Keimaslahatan yang dimaksud tidak hanya beirarti untuk keipeintingan 

seimua orang atau meinyeiluruh, akan teitapi dalam keimaslahatan ini bisa 

beirbeintuk keipeintingan mayoritas atau keibanyakan umat.32 Misalnya 

meinjaga para peinghafal al-qur’an dan mushaf untuk meinjaga al-qur’an 

 
32Nasrun Hoen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm 36. 
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agar tidak beirubah dan hilang, meinjaga hadis-hadis nabi agar tidak 

teircampur oleih hadis palsu.33 

b) Mals{la lh{alh Kha>s}s}ah 

Mals{lalh{alh ini beirsifat individu yang meinyangkut beibeirapa 

orang saja dan jarang dalam peineirapannya. Misalnya keimaslahatan 

yang beirkaitan deingan peimutusan hubungan peirkawinan seiseiorang 

yang dinyatakan hilang. Apabila keimaslahatan pribadi beirteintangan 

deingan keimaslahatan umum, maka didalam islam meindahulukan 

keimaslahatan umum dari pada keimaslahatan pribadi. 

2. Dari Seigi Konteiks Leigalitas Formal atau Keibeiradaan Mals{la lh{alh Meinurut 

Syara’: 

a. Mals{la lh{alh Mu’tabarah 

Keimaslahatan yang pada dasarnya seicara teigas diakui oleih 

syariat dan diteitapkan keiteintuan-keiteintuan hukum untuk 

meireialisasikan.34 Keimaslahatan ini diakui keibeiradaan nals{h nya dalam 

meimeilihara dan meiwujudkan keimaslahatan hidup manusia. 

Seibagaimana di dalam al-Qur’an, Islam meineirapkan hukuman qishash 

teirhadap peimbunuhan yang dilakukan seicara seingaja, meineitapkan 

hukuman potong tangan bagi para peincuri, meilarang meilakukan zina 

untuk meimeilihara keihormatan manusia.35 

b. Mals{la lh{alh Mulgha>h 

Keimaslahatan yang tidak meimpunyai sandaran dalam syariat, 

bahkan teirdapat dalil yang meingabaikannya. Keimaslahatan ini tidak 

dapat dijadikan seibagai peineitapan hukum islam, dan tidak ada 

peirbeidaan peindapat dalam hal ini.36 Mals{lalh{alh ini meirupakan seisuatu 

yang dianggap baik oleih akal, akan teitapi tidak ditolak oleih syara’ atau 

 
33Asrianty, “Penerapan Maslahah Mursalah dan Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal Madania 

2015 
34Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 146.  
35Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 42.  
36Jamaluddin Achmad Kholik, “Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer”, 

Jurnal Empirisma vol.1 Januari 2016, hlm. 23.  
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meirupakan seisuatu yang dianggap maslahah oleih akal pikiran teitapi 

dianggap palsu kareina keinyataannya beirteintangan deingan keiteintuan 

syariat. Misalnya keimaslahatan pada masa seikarang, banyak kalangan 

masyarakat banyak meingakui adanya peimikiran bahwa wanita dalam 

meinyamakan deirajatnya deingan laki-laki. Namun hukum Allah beirbeida 

deingan apa yang dianggap baik oleih akal manusia.  

c. Mals{la lh{alh Mursalah 

Keimaslahatan yang seijalan deingan apa yang teirdapat didalam 

nals{h, teitapi tidak ada nals{h seicara khusus yang meimeirintahkan dan 

meilarang untuk meiwujudkan. Hal ini dapat dilihat seikumpulan nals{h 

(ayat atau hadis) dan makna yang dikandungnya. Seibagai contoh pada 

masa Utsman bin Affan meinulis al-Qur’an keidalam beibeirapa mushaf. 

Padahal hal ini tidak peirnah dilakukan pada masa Rasullah SAW. 

Alasan meireika meingumpulkan tidak lain keicuali seimata-mata maslahat, 

yaitu meinjaga al-Qur’an dari hilangnya keimutawatirannya kareina 

meininggalkan seijumlah beisar hafidz dari geineirasi teirseibut. Deingan 

deimikian mals{lalh{alh mursalah meirupakan maslahat yang seijalan deingan 

tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam meiwujudkan 

keibaikan yang dihajatkan oleih manusia agar teirhindar dari keimadaarata 

C. Kehujjahan Mals{lalh{alh 

Didalam dasar syariat Islam teilah diturunkan oleih Allah SWT adalah 

untuk meiwujudkan keiseijahteiraan bagi seiluruh umat manusia. Hal ini mayoritas 

ulama seipakat bahwa keiseiluruhan hukum Allah meingandung Mals{lalh{alh bagi 

seiluruh makhluk di bumi, khususnya manusia.37 Kareina tujuan dalam hukum 

Islam adalah meiwujudkan keimaslahatan yang baik bagi manusia. Seibagaimana 

yang teircantum didalam firman Allah SWT,  

 

 

 
37Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al 

- Mannan: Tafsir Al-Qur’an (Jakarta: Darul Haq, 2014),hlm. 241. 
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Surat al-Anbiya ayat 107. 

 وَمَآ ارَْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْْةًَ للِّْعٰلَمِيْنَ 
“Dan Tiadalah Kami meimutus kamu, meilaikan untuk (meinjadi) 

Rahmat bagi alam seimeista”. 

Ayat teirseibut meinjeilaskan bahwa Allah meimutus Nabi Muhammad 

SAW seibagai rahmat bagi alam seimeista. Dalam hal ini peirlu adanya 

peirtimbangan seibuah keimaslahatan bai manusia dalam meinjalankannya, baik 

didunia maupun diakhirat.  Dalam mals{lalh{alh, Allah juga beirfirman dalam  

Surat al-Baqarah [2] Ayat 186: 

…   ُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ يرُيِدُ ٱللَّا … 
 “…Allah meingheindaki keimudahan bagimu, dan tidak meingheindaki 

keisukaran bagimu…”38 

Ayat ini meinjeilaskan bahwa seigala seisuatu yang dipeirintahkan oleih 

Allah SWT keipada hambanyaNya, pada dasarnya mudah, namun jika teirjadi 

suatu rintangan atas peirintahNya yang meinimbulkan, maka Allah akan 

meimpeirmudah deingan keimudahan yang lain yaitu deingan meingugurkan suatu 

masalah ataupun deingan meinguranginya deingan seigala beintuk peingurangan. 

dalam hal ini tidak dibahas seicara teirpeinci kareina meirupakan syariat dan 

teirmasuk didalamnya seigala macam keiringanan-keiringanan dan peingurangan-

peingurangan. 

Seilain itu Allah juga beirfiman dalam Surat al-Maidah [5] Ayat 6: 

ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرجَ  مَا   … يرُيِْدُ اللَّّٰ … 

“…Allah tidak heindak meinyulitkanmu…”39 

 
38Surat Al-Baqarah [2] Ayat 186. Merdeka.com, https://www.merdeka.com/quran/al-

baqarah/ayat-186 Diakses tanggal 3 Mei 2023. 
39Surat Al-Maidah [5] Ayat 6. Merdeka.com, https://www.merdeka.com/quran/al-

maidah/ayat-6#:~:text=6.,Jika%20kamu%20junub%2C%20maka%20mandilah. Diakses tanggal 3 

Mei 2023. 

https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-186
https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-186
https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-6#:~:text=6.,Jika%20kamu%20junub%2C%20maka%20mandilah
https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-6#:~:text=6.,Jika%20kamu%20junub%2C%20maka%20mandilah
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Dalam ayat ini meineirangkan bahwa Allah SWT meileitakkan 

hukum-hukum bagi kita deingan tidak meinjadikannya sulit seirta 

susah, akan teitapi meirupakan rahmat dariNya keipada hamba-

hambaNya untuk meinyucikan meireika dan meinyeimpurnakan 

nikmatNya keipada meireika. Hal ini seibagaimana dalam sabda Nabi 

SAW yang meimpunyai arti bahwa tidak boleih meilakukan seisuatu 

yang meimbahayakan diri seindiri dan orang lain. Dan dilanjutkan 

deingan kaidah fiqh, “Keimudharatan harus dihilangkan”.40 

         Jika dipeirhatikan deingan peinjeilasan diatas makna keihujjahan 

dalam Mals{lalh{alh meingandung tiga syarat. Peirtama, seisuai deingan 

agama, tidak meineintang deingan dasar-dasar agama. Keidua, 

meindatangkan keimanfaatan dan meinghindarkan dari keirusakan. 

Keitiga,harus beirsifat umum yang manfaatnya untuk seimua orang. 

           Dalam meinyikapi peirsoalan keihujjahan teiori meinurut para 

ahli hukum islam beirbeida peindapat seisuai deingan latar beilakang 

disiplin ilmu masing-masing, yaitu: 

a. Keilompok Syafi’iyah, Hanafi, dan seibagian Maliki (seipeirti Ibnu Hajib) 

beirpeindapat bahwa mals{lalh{alh tidak dapat dijadikan hujjah untuk istimbath 

hukum syari’ah.41 

b. Seibagian keilompok Maliki dan Syafi’i beirpeindapat bahwa mals{lalh{alh dapat 

dijadikan seibagai hujjah deingan syarat harus meimiliki seimua peirsyaratan 

yang sudah diteintukan oleih para ahli hukum islam, seipeirti Imam Malik 

deingan alasan tujuan Allah meingutus Rasul itu adalah unutuk 

meimbimbing umat keipada Mals{la lh{alh. Kareina itu, mals{lalh{alh meirupakan 

salah satu yang pada hakikatnya dikeiheindaki oleih syara’ atau agama, 

seibab utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk keipeintingan umat, 

baik dunia maupun akhirat.42 

 
40Yahya Khusnan Manshur, Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid 

Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyyah (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011), hlm 57. 
41Muhammad Faiz, “Analisis Mals{lalh{alh Mursalah Terhadap Surat Pernyataan Belum 

Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Dikantor Agama (KUA) Kecamatan 

Wiyung  Kota Surabaya”, Skripsi UIN Sunan Ampel, hlm. 28-29. 
42Nasri Hamang, “Kehujjahan Hadis Menurut Iman Mazhab Empat” Jurnal Hukum vol.9 
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c. Al-Ghazali beirpeindapat mals{lalh{alh meinjadi hujjah apabila meindeisak dan 

tidak dapat teireilakkan, pasti dan meincakup keipeintingan luas, bukan 

keipeintingan individual. Beiliau meincontohkan  keitika orang-orang kafir 

dalam meidan peirang meinjadi tawanan muslim seibagai peirisai hidup. 

Tindakan meireika beirarti meimbunuh kaum muslimim yang tidak beirdosa, 

seibuah kasus tidak didukung nash jika seirangan tidak dilakukan, maka 

orang-orang kafir akan meimpeiroleih keimajuan dan meinakhlukkan wilayah 

islam.43 

d. Peimikir Muslim NU, Syeichul Hadi Peirmono beirpeindapat mals{lalh{alh yang 

bisa digunakan hujjah adalah  mals{lalh{alh mu’tabarah (yang diakui syara’). 

Untuk bisa dikatakan mals{lalh{alh mu’tabarah harus ada tiga syarat. Peirtama, 

tidak seibatas didunia saja teitapi meicakup akhirat. Keidua, Mals{lalh{alh tidak 

teirbatas pada keinikmatan mateiri, akan teitapi juga meimeinuhi keibutuhan 

jasmani dan rohani. Keitiga, agama meinjadi dasar Mals{la lh{alh yang lain, 

jiwa, akal, keiturunan, pikiran dan harta beinda. Deingan deimikian, deimi 

meimeilihara Mals{lalh{alh agama maka mals{lalh{alh lain harus dikorbankan, 

manakala mals{lalh{alh-mals{lalh{alh itu beirlawanan.44 

Tidak seimua Mals{lalh{alh dapat digunakan seibagai hujjah, seihingga ada 

beibeirapa keintuan yang dapat meinjadikan suatu mals{lalh{alh dapat digunakan 

seibagai hujjah. Beirikut ini adalah beibeirapa syarat mals{lalh{alh meinurut beibeirapa 

ulama: 

a. Meinurut al-Ghazali: 

1) Ma ls{lalh{alh itu seijalan deingan tindakan syara’ 

2) Ma ls{lalh{alh itu tidak meininggalkan atau beirteintangan deingan nash 

syara’ 

 
43Abu Hamid dan Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul. (Beiirut: Dar al Kutub al

 ‘Ilmiah, 1980.), hlm. 43. 
44Muhammad Faiz, “Analisis Mals{lalh{alh Mursalah Terhadap Surat Pernyataan Belum 

Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Dikantor Agama (KUA) Kecamatan 

Wiyung  Kota Surabaya”, hlm. 29. 
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3) Ma ls{lalh{alh itu teirmasuk kei dalam kateigori mals{lalh{alh yang dharuri, baik 

yang meinyangkut keimaslahatan pribadi maupun orang banyak yaitu 

beirlaku untuk seimua orang.45 

b. Meinurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-malqal>s}id yang dikutip oleih Amir 

Syarifuddin, yaitu:46 

1) Yang meinjadi sandaran dari mals{lalh{alh itu seilalu peitunjuk syara’, bukan 

seimata beirdasarkan akal manusia, kareina akal manusia itu tidak 

seimpurna, beirsifat reilativei dan subyeiktif, seilalu dibatasi waktu dan 

teimpat, seirta seilalu teirpeingaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu 

2) Peingeirtian mals{lalh{alh dalam pandangan syara’ tidak teirbatas untuk 

keipeintingan dunia saja teitapi juga untuk akhirat. 

3) Dalam artian hukum tidak teirbatas pada rasa einak dan 

tidak einak dalam artian fisik jasmani saja, teitapi einak 

dan tidak einak dalam artian meintal-spritual atau seicara 

rohani.

 
45Muhammad Hamid A, Al Mustashfa min Ilmi al-Ushul (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 

2010) hlm. 139. 
46Yusuf Hamid al-‘Alim, Al-Maqâşid al-Ămali li Al-Syarîah al-Islâmiyyah (Al-Qâhirah: 

Dâr al- Hadis; al-Dâr al-Sudâniyyah al-Kutub: al-Khurţûm, t.th.), hlm. 79. 
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BAB III 

KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 

 

A. Aspek Politik 

1. Awal mula peirnyataan Preisidein meingeinai Ibu Kota Neigara (IKN)  

Jakarta adalah kota meitropolitan yang supeir sibuk kareina 

preidikatnya seibagai Ibukota Neigara Reipublik Indoneisia meinjadikannya 

meimiliki geilar Daeirah Khusus Ibu Kota (DKI). Keimaceitan, keipadatan 

peinduduk, kapadatan peimbangunan, banjir kiriman, banjir rob, 

peinceimaran udara dan air dan peirmasalahan lainnya yang timbul di 

kawasan ibu kota yang seimakin lama seimakin parah. Salah satu solusi 

untuk meimbeinahi itu seimua adalah meimindahkan ibu kota kei teimpat lain. 

Akibat munculnya peimasalahan-peirmasalahan ibu kota ini timbulah 

beirbagai macam gagasan peimindahan ibu kota neigara kei teimpat lain yang 

leibih kondusif dan luas. 

Peimeirintah akan meimindahkan ibu kota dari DKI Jakarta kei 

seibagian Kabupatein Peinajam Paseir Utara dan seibagian Kabupatein Kutai 

Keirtaneigara di Kalimantan Timur. Peimindahan ibu kota peirtama kali 

muncul pada eira keipeimimpinan Preisidein Sukarno, bahkan dari eira 

kolonial. Eira kolonial, teipatnya eira Heirman William Dandeils (1762-1818), 

Gubeirnur Hindia Beilanda, yang ingin meimindahkan ibu kota dari Batavia 

(Jakarta) kei Surabaya. Dandeils ingin meimindahkan ibu kota kei Surabaya 

kareina dua alasan peinting.47 

Peirtama teintang keiseihatan, kareina di Jakarta banyak sumbeir 

peinyakit. Saat itu Batavia (Jakarta) dijuluki "Ratu Timur", namun lama 

keilamaan dikeinal seibagai kuburan orang Beilanda kareina beirbagai peinyakit 

seipeirti malaria dan koleira meinjadi peinyeibab keimatian orang Beilanda. 

 
47Wesley Liano Huta soit, “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara”, Jurnal Dedikasi 

Universitas 17 Agustus Samarinda vol.19, no.2, Desember 2018, hlm. 119. 



 

 

eivaluasi datang dari ahli keiseihatan Beilanda Heindrik Freieik Tilleima, keitika 

Heindrik meinyatakan bahwa Batavia (Jakarta) tidak layak seibagai pusat 

peimeirintahan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Jakarta umumnya 

digunakan seibagai kota peilabuhan kareina iklimnya yang panas, yang tidak 

kondusif. keiseihatan dan reintan teirhadap wabah peinyakit. Kota Bandung 

diusulkan seibagai ibu kota Hindia Beilanda, yang keimudian dilaksanakan 

pada tahun 1920 oleih Gubeirnur JP Graaf van Limburg Stirum (1916-1921). 

Dua alasan peirtahanan, ada beinteing dan peilabuhan di Surabaya, tapi 

reincana itu gagal di teingah jalan.48 

Seijarah peireincanaan ibu kota seibagai pusat peimeirintahan beirlanjut 

pada eira keimeirdeikaan. Dari seigi konstitusi, tindakan hukum peimindahan 

ibu kota meirupakan keibijakan hukum yang sangat futuristik yang 

beirdampak sangat peinting bagi masa deipan Neigara Keisatuan Reipublik 

Indoneisia. Peimindahan ibu kota pasca keimeirdeikaan meimang teirjadi, 

namun dalam konteiks keiadaan darurat nasional. Dalam seijarahnya, ibu 

kota Indoneisia peirnah beibeirapa kali dipindahkan kei Yogyakarta dan 

Bukittinggi seibagai ibu kota peimeirintahan darurat saat itu. 

Peirtama, peimindahan ibu kota dari Jakarta kei Yogyakarta keitika 

teirjadi Agreisi Militeir kei-I Beilanda pada tanggal 29 Seipteimbeir 1945, 

beirseilang seiteilah lima bulan deiklarasi keimeirdeikaan RI. Proseisnya, pada 2 

Januari 1946 Sultan HB IX meingirim kurir utusan kei Jakarta dan 

meinyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan kei Yogyakarta. Dan pada 4 

Januari 1946, Preisidein Soeikarno meimindahkan ibu kota neigara ke i 

Yogyakarta untuk peirtama kalinya. Alasan yang paling meindasar pada saat 

itu adalah kareina Jakarta teilah jatuh kei tangan Beilanda. Seimeintara 

Yogyakarta dinilai paling siap dari sisi eikonomi, politik, dan keiamanan.49 

 
48Andry Novelno, “Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Hindia Belanda”, CNN Indonesia, 

29 April 2019 ,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-

pemindaha n-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda, Diakses pada 22 Februari 2022.   
49https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengokperjalanansejarahibukotari

#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahka 

%2 0ke%20Yogyakarta, Diakses pada 22 Juli. 



 

 

Pada 1947 peimeirintah meimbeintuk Panitya Agung yang beirtugas 

meinyeilidiki dan meireincanakan peineimpatan ibu kota neigara. Preisidein 

Sukarno teirmasuk salah satu anggota Panitya Agung. Panitya Agung ini 

dibeintuk di teingah-teingah keikacauan yang teirjadi di Jakarta akibat 

peindudukan oleih pasukan Beilanda. Dari Panitya Agung inilah muncul 

seijumlah daeirah seilain Jakarta yang ditimbang layak meinjadi ibu kota 

neigara. Daeirah itu antara lain Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, 

hingga Kabupatein Teimanggung dan Mageilang. 

Namun, Agreisi Militeir beilanda kei-II pada 19 Deiseimbeir 1948 

meingakibatkan jatuhnya Yogyakarta seibagai ibu kota NKRI kei tangan 

Beilanda. Seilanjutnya Preisidein Soeikarno meimbeirikan surat kuasa keipada 

Safruddin Prawiraneigara yang beirada di Bukit Tinggi untuk meindirikan 

peimeirintahan darurat kala itu. Pada 22 Deiseimbeir 1948, Syarifudin 

Parwiraneigara meingumumkan beidirinya Peimeirintahan Darurat Reipublik 

Indoneisia di Bukittinggi Sumateira Barat. Maka Bukittinggi meinjadi ibu 

kota peimeirintahan darurat. Seiteilah Bukit Tinggi, ibu kota juga seimpat 

beirpindah-pindah seicara rahasia pada masa peimeirintahan darurat Reipublik 

Indoneisia (PDRI). Teitapi hingga reivolusi seileisai dan peimeirintahan 

keimbali kei Jakarta, tidak ada keijeilasan teirkait reincana peineitapan ibu kota 

neigara yang baru. 

Beirkaca pada seijarah yang ada, keiputusan peimindahan ibu kota yang 

saat ini dilakukan peimeirintahan Jokowi dianggap teilah meimeinuhi 2 unsur 

peinting yaitu faktor peindorong dan faktor peinarik. Faktor peindorongnya 

yaitu seipeirti keimaceitan yang kita bisa bayangkan 40 tahun lagi jadinya 

akan seipeirti apa, keimudian banjir, teinggeilamnya Jakarta Utara kareina 

keinaikan air laut 2 centimeter yang teirus meiningkat, bahkan sampai ada 

yang meinduga tahun 2050, 90% Jakarta Utara akan teinggeilam. Beilum lagi 

faktor-faktor yang lain seipeirti keipadatan peinduduk, polusi udara dan air 



 

 

yang seimakin hari seimakin parah. Itu yang meinjadikan itu faktor 

peindorong.50 

Teirkait peirjalanan Jakarta seibagai ibu kota dalam konteiks 

keitataneigaraan. Seicara historis, peinamaan Daeirah Khusus Ibukota peirtama 

kali teirtuang dalam Peineitapan Preisidein Reipublik Indoneisia (Peirpreis) No. 

2 Tahun 1961 Teintang Peimeirintahan Daeirah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 

Dalam konsideiransnya dalam muatan meinimbang, Preisidein Soeikarno 

meinyatakan Jakarta Raya seibagai Ibu Kota Neigara dijadikan kota 

indoktrinasi, kota teiladan, dan kota cita-cita bagi seiluruh bangsa Indoneisia. 

Seihingga harus peirlu meimeinuhi syarat-syarat minimum dari kota 

inteirnasional seiseigeira mungkin, dan untuk itu Jakarta Raya harus dibeirikan 

keidudukan yang khusus seibagai daeirah yang dikuasai langsung oleih 

Preisidein/Peimimpin Beisar Reivolusi.  

Seiteilah banyaknya peirmasalahan yang dialami oleih ibu kota DKI 

Jakarta, peimeirintah meimbuat keibijakan meingeinai peimindahan ibu kota 

yaitu dari Jakarta kei Kalimantan deingan meimpeirtimbangkan beibeirapa 

faktor. Adapun seibutan ibu kota baru Indoneisia adalah IKN seisuai deingan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang akan meinjadi landasan 

peimindahan ibu kota teirseibut. 

2. Payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

Dalam seigi seijarah saja teintu tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta 

meimang meirupakan pusat peirjuangan bangsa Indoneisia di zaman 

peinjajahan, baik dari Zaman Beilanda maupun pada saat peinjajahan Zaman 

Jeipang. Banyak hal yang teirjadi di wilayah Jakarta seipeirti sumpah peimuda 

yang lahir di kota Jakarta, Indoneisia meirumuskan keimeirdeikaan juga di 

Jakarta. Hal-hal teirseibut jika dilihat dari aspeik historis, meimang Jakarta 

adalah seibuah kota yang beirseijarah dan teimpat meingeinang bangsa 

Indoneisia. 

 
50Chandra Gian, “Sejarah Mencatat, Ternyata Ibu Kota RI Pernah Pindah”, CNBC 

Indonesia, 24 Agustus 2019. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190824170134-4-

94393/sejarah-mencatat-terny ata-ibu-kota-ri-pernah-pindah, diakses pada 22 Februari 2023. 



 

 

Seipeirti yang teilah dikeitahui pada saat ini, dalam keiputusan yang 

meinajadikan Jakarta seibagai ibu kota teilah dilakukan Peimeirintah Indoneisia 

dimulai dari Peiraturan Preisidein Nomor 2 Tahun 1961, lalu diseimpurnakan 

deingan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Teintang Peimeirintahan 

Provinsi Daeirah Khusus Ibu Kota Jakarta Seibagai Ibu Kota Neigara 

Keisatuan Reipublik Indoneisia. Dalam tiga (3) pasal yang meingatur teintang 

keidudukan, fungsi dan peiran Jakarta seibagai ibu kota neigara, yaitu: 

a. Pasal 3 (Keidudukan): Provinsi DKI Jakarta beirkeidudukan seibagai Ibu 

Kota Neigara Reipublik Indoneisia. 

b. Pasal 4 (Fungsi): Provinsi DKI Jakarta beirpeiran seibagai Ibu Kota 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia dan seikaligus seibagai daeirah 

otonom  pada tingkat provinsi. 

c. Pasal 5 (Peiran): Provinsi DKI Jakarta beirpeiran seibagi Ibu Kota Neigara 

Keisatuan Reipublik Indoneisia yang meimiliki keikhususan tugas, hak, 

keiwajiban, dan tanggung jawab teirteintu dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan dan seibagai teimpat keidudukan peirwakilan neigara asing, 

seirta pusat atau peirwakilan leimbaga inteirnasional. 

Deifinisi seicara deitail ibu kota neigara tidak ada pasal didalam 

Undang-Undang yang meinyeibutkannya. Seitidaknya pada tataran 

konstitusi. Teirdapat dua pasal yang meinyeibutkan kata“Ibu Kota Neigara”, 

yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang meinyatakan MPR beirsidang seidikitnya 

seikali dalam lima tahun di ibu kota neigara dan Paddal 23 G ayat (1) yang 

meinyatakan Badan Peimeiriksa Keiuangan (BPK) beirkeidudukan di ibu kota 

neigara dan meimiliki peirwakilan di seitiap provinsi.51 Yang dapat diartikan 

meingeinai hal teirseibut bahwa tidak adanya peingeirtian meingeinai ibu kota 

neigara, dan hal inilah yang dapat meinimbulkan peirmasalahan beirkaitan 

deingan keibijakan peimindahan ibu kota neigara Indoneisia ini. Apakah ibu 

kota hanya seibatas simbol neigara, pusat keidudukan eikseikutif atau pusat 

peimeirintahan seicara keiseiluruhan.  

 
51Fikri Himawan, “Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 34. 



 

 

Meingeinai keibijakan peimindahan ibu kota neigara, peimeirintah 

beirpeigang pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomeir 25 Tahun 2004 

teintang Sisteim Peireincanaan Peimbangunan Nasional, yang pada akhirnya 

diteirjeimahkan dalam Peiraturan Preisidein Nomeir 18 Tahun 2020 teintang 

Reincana Peimbangunan Jangka meineingah Nasional 2020-2024. Seiteilah 

meilalui beirbagai pro dan kontra beirkaitan deingan peimindahan Ibu Kota 

Jakarta kei Kabupatein Peinajam Paseir Utara Provinsi Kalimantan Timur, 

akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 teintang Ibu Kota Nusantara (seilanjutnya diseibut UU IKN) teireialisasi. 

Peimbeintukan Undang-Undang ini didasarkan pada keibutuhan peirluasan 

kawasan Ibu Kota, yang seilama ini pusat peireikonomian dan bisnis 

mayoritas beirtumpu di Jakarta dan padatnya peinduduk di pulau Jawa. Maka 

untuk meiratakan peimbangunan dan meiningkatkan peireikonomian di 

daeirah, dan peimindahan Ibu Kota neigara harus seiceipatnya dilaksanakan 

seisuai deingan UU IKN yang ada. Akan teitapi beilum ada reivisi teirhadap 

Undang-Undang Provinsi DKI Jakarta seibagai ibu kota NKRI yang 

keimudian seikarang beirubah, apakah teitap meinjadi daeirah khusus atau 

daeirah istimeiwa atau meinjadi daeirah yang lain seipeirti yang ada.52  

Pada keinyataan hubungan antarcabang keikuasaan tidak mungkin 

tidak saling keirjasama, dan keitiga cabang keikuasaan beirsifat seideirajat dan 

saling meingontrol satu sama lain seisuai deingan prinsip cheicks and balancei. 

Maka seicara konstitusional Preisidein dalam sisteim keitataneigaraan 

Indoneisia seijatinya tidak meimpunyai keiweinangan seicara mutlak dalam hal 

peimindahan dan peineitapan ibu kota baru. Preisidein dalam hal ini tidak 

dapat meilakukan keiputusan seicara seipihak teirkait peimindahan ibu kota 

neigara. Maksudnya yaitu preisidein boleih meingusulkan untuk pindah ibu 

kota neigara teitapi tidak bisa seicara seipihak untuk meineitapkan pindah ibu 

kota neigara. Seihingga peimindahan ibu kota neigara tidak hanya meilihat 

bahwa beiban pada DKI Jakarta sudah tidak layak dijadikan ibu kota neigara, 

 
52Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, hlm 38. 



 

 

meilainkan harus ada keirjasama anatar keitiga cabang yaitu eikseikutif, 

leigislatif dan yudikatif. Dan dalam hal ini juga harus leibih khusus fokus 

untuk meimbuat reivisi teirhadap UU provinsi DKI Jakarta seibagai Ibu Kota 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia yang nantinya ibu kota neigara akan 

pindah.  

Peinamaan Ibu Kota baru beirnama “Nusantara’’ meirupakan salah 

satu pilihan diantara banyak pilihan yang diajukan oleih masyarakat, namun 

seibeilum preisidein meimilih nama teirseibut, preisidein juga beirdialog deingan 

ahli bahasa, ahli seijarah, hingga akhirnya teirpilihlah nama Nusantara 

kareina meinggambarkan Reipublik Indoneisia. Nama nusantara ikonik 

deingan gambaran neigara kita, dan sudah dikeinal oleih masyarakat 

Inteirnasional.53 

Ambisi dan keiseiriusan peimeirintah teirkait peimindahan IKN tampak 

dari peimbeintukan UU No. 3 Tahun 2022 teintang Ibu Kota Neigara (UU 

IKN) hingga keibijakan teirbaru yang meilantik Keipala dan Wakil Keipala 

Otorita IKN pada 10 Mareit 2022. UU IKN pun teilah meineitapkan nama Ibu 

Kota baru yakni ‘Nusantara’, seirta meingatur beibeirapa aspeik strateigis mulai 

dari cakupan wilayah geiografis, beintuk dan susunan peimeirintahan, 

peinataan ruang dan peirtanahan, peimindahan keimeinteirian/leimbaga, 

peimantauan dan peininjauan, hingga sumbeir keiuangan. 

Untuk meiwujudkan tata keilola IKN, seilain untuk meimeinuhi 

keibutuhan masyarakat Indoneisia juga untuk meiwujudkan Ibu Kota yang 

aman, modeirn, beirkeilanjutan, dan beirkeitahanan, seirta meinjadi acuan bagi 

peimbangunan dan peinataan wilayah lainnya di Indoneisia, maka dibutuhkan 

payung hukum beirupa disahkannya UU IKN. UU ini disahkan seiteilah 

meingalami proseis panjang yang dilakukan oleih DPR beiseirta pihak-pihak 

yang beirkeipeintingan agar dalam peilaksanaan Ibu Kota baru seisuai deingan 

peireincanaan yang teirpadu, mulai dari peirsiapan, peimbangunan, dan 

 
53Amelia Haryanti, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislasi Indonesia vol 19, no 3 September 2022., hlm. 311-
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peimindahan Ibu Kota Neigara, seirta peinyeileinggaraan Peimeirintahan Daeirah 

Khusus Ibu Kota Nusantara. 

Adapun pengertian politik hukum menurut Prof. Mahfud MD adalah 

legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. 54 Yang 

dengan demikianlah politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-

hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sajipto Rahardjo mendefinisikan 

politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai 

untuk mencapai sesuatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam 

masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan 

mendasar.55 Mantan Ketua KUHP Soedarto mengemukakan bahwa politik 

hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 

diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

citakan.56 

Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi, namun 

dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian 

yang ada, dan dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah legal policy 

yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah 

Indonesia yang pertama, pembangunan hukum yang berisikan pembuatan 

dan pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan 

kebutuhan; kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk 

penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari 

pengertian diatas terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan 

 
54Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 1. 
55Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352. 
56Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Badung: Alumni, 1986), hlm. 151. 



 

 

pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana 

hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dasar pemikiran dari berbagai 

definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan 

dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberlakukan 

dan atau penindakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup 

sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan 

atau tidak diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan 

memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan 

merupakan produk kesepakatan politik sesuai dengan situasi ekonomi dan 

sosial pada saat dibuat.  

Politik hukum dapat juga diartikan seibagai aspeik-aspeik politis yang 

meilatar beilakangi proseis peimbeintukan hukum dan keibijakan suatu bidang 

teirteintu, seikaligus juga meimpeingaruhi arah keibijakan hukum yang dibuat 

oleih leimbaga-leimbaga peimbuat hukum dalam meingaplikasikan keiteintuan-

keiteintuan produk hukum dan keibijakannya.57 Aspeik politis di Indoneisia 

teintunya dipeingaruhi oleih landasan filosofis yang tinggi beirdasarkan 

hukum teirtinggi yang beirisi ideiologi seirta cita-cita bangsa yang teirkandung 

dalam Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum dapat dilihat dalam proseis 

maupun peineirapaan hukum itu seindiri. Dalam aspeik keihidupan neigara 

maka tujuan neigara itu teirdapat dalam bingkai hukum. Keiseipakatan 

meingeinai keibijakan hukum dalam meincapai tujuan neigara dilakukan 

seicara deimokratis oleih leimbaga-leimbaga politik seibagai wujud 

reipreiseintasi rakyat.58 

Dalam politik hukum mempunyai dua sifat yaitu bersifat permanen 

atau jangka panjang dan bersifat periodik. Yang bersifat permanen 

misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, 

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, 

penggatian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum 

 
57Amelia Haryanti, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislasi Indonesia vol.19 no.3 September 2022, hlm. 309. 
58Eko Hidayat, ‘‘Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di 

Indonesia,’’ ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol 10, no. 2 2018. hlm. 59. 



 

 

nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman yang dapat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di 

dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat 

periodik yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi 

pada setiap periode tertentu baik yang akan akan memberlakukan maupun 

yang akan dicabut.  

Politik hukum dalam seiteilah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota 

Negara meirupakan beintuk peimbangunan hukum nasional seicara implisit 

meinceirminkan bahwa sampai saat ini di Indoneisia masih teirjadi proseis 

peirubahan sosial meinuju kei arah modeirnisasi yang dikeimas dalam proseis 

leigislasi yang teiratur dan beirkeilanjutan deingan meimasukkan atau 

meimpeirhatikan aspeik sosial kultural yang meindukung arah peirubahan 

hukum positif. Jika ditinjau dari peirspeiktif politik, peimbeintukan UU IKN 

teirseibut dijadikan seibagai jaminan yuridis bahwa proseis peimindahan Ibu 

Kota Negara nantinya tidak seirta meirta bisa dibatalkan. Deingan deimikian, 

ada kontinuitas keibijakan yang beirkeilanjutan meiski teirjadi peirgantian 

peimeigang keikuasaan, baik di rumpun eikseikutif maupun leigislatif.59 

Seitiap neigara teirdapat politik hukum yang peirannya seibagai 

keibijakan dasar bagi peinyeileinggara neigara untuk meineintukan arah, beintuk 

maupun isi hukum yang akan dibeintuk. Politik hukumnya dilakukan 

deingan leibih seideirhana yaitu leibih dikaitkan pada keibutuhan yang beirsifat 

khusus daripada yang pokok atau asas-asasnya. Hakikatnya politik hukum 

adalah keibijakan politik yang meineintukan aturan hukum apa yang 

seiharusnya beirlaku meingatur beirbagai hal keihidupan beirmasyarakat dan 

beirneigara. Hal ini jeilas dimaksudkan untuk meinjadikan seimua leimbaga-

leimbaga neigara dalam UUD 1945 meimiliki keidudukan seideirajat dan 

beirjalannya prinsip saling meingawasi dan meingimbangi (cheicks and 

balanceis), seirta meirupakan upaya untuk meinjadikan UUD 1945 seibagai 

 
59Bambang Sugianto, ‘‘Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pasca 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,’’ Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum vol 2, no 2 2017. 
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acuan dasar yang beinar-beinar hidup dan beirkeimbang dalam 

peinyeileinggaraan neigara dan keihidupan warga neigara (thei living 

constitution). Hal ini ditujukan agar supreimasi konstitusi yang meimang 

dikeiheindaki dalam seibuah neigara hukum dapat diwujudkan. Kareina itu 

peilaksanaan politik hukum peirundang-undangan tidak boleih meinghadirkan 

hukum dan/atau peiraturan peirundang-undangan yang hanya untuk 

keipeintingan peinguasa. 

Untuk meiwujudkan tujuan beirneigara seibagaimana yang dinyatakan 

dalam Peimbukaan Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia 

Tahun 1945, maka disahkan UU IKN yang beirlandaskan Pancasila, hal ini 

dilakukan seibagai upaya meimpeirbaiki tata keilola wilayah IKN yakni 

meiwujudkan tujuan beirneigara yaitu meilindungi seigeinap bangsa Indoneisia 

dan seiluruh tumpah darah Indoneisia, meimajukan keiseijahteiraan umum, 

meinceirdaskan keihidupan bangsa dan ikut meilaksanakan keiteirtiban dunia 

beirdasarkan peirdamaian abadi, dan keiadilan sosial. 

Pokok-pokok yang diatur dalam UU IKN antara lain: peingaturan 

teintang leitak, susunan, fungsi, asas dan cakupan wilayah, peiraturan teintang 

peimeikaran daeirah, peiraturan teintang keigiatan peingalihan IKN; peiraturan 

teintang beintuk, susunan dan urusan peimeirintahan IKN; peiraturan teintang 

leimbaga neigara, Peiraturan teintang keidudukan peirwakilan asing dan 

peirwakilan organisasi inteirnasional, peiraturan teintang tata ruang, 

peirtanahan, lingkungan hidup dan peinanggulangan beincana; peiraturan 

yang teirkait deingan peindanaan dan peingeilolaan anggaran peindapatan dan 

beilanja. 

B. Aspek Ekonomi 

Seitiap neigara di dunia akan beirlomba-lomba dam hal meiningkatkan 

peireikonomian neigaranya, hal ini seisuai deingan aspeik peimbangunan eikonomi. 

Jika tingkat peireikonomian suatu neigara teirseibut maju, maka akan meineintukan 

keiseijahteiraan dari neigaranya teirseibut. Itu meinjadi alasan utama meingapa 

neigaara-neigara di dunia ingin meimajukan peireikonomiannya. Peirsaingan 

antarneigara pun tidak dapat dihindarkan untuk meilakukan peirceipatan dibidang 



 

 

peireikonomian. Indoneisia meimpunyai upaya meiningkatkan peirtumbuhan 

eikonomi deingan beirbagai macam strateigi. Misalnya, meimbangun infrastrutur, 

meiningkatkan produktivitas neigara meilalui peinguasaan dalam teiknolgi, 

eifisieinsi produksi. Apalagi di masa seikarang ini, peimbaharuan suatu sisteim 

beirubah ceipat dari konveinsional meinjadi beirbasis digital.60 

Peireikonomian Indoneisia tahun 2022 yang dihitung beirdasarkan Produk 

Domeistik Bruto (PDB) atas dasar harga beirlaku meincapai Rp19.588,4 triliun 

dan PDB peir kapita meincapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Eikonomi 

Indoneisia tahun 2022 tumbuh seibeisar 5,31 peirsein, leibih tinggi dibanding 

capaian tahun 2021 yang meingalami peirtumbuhan seibeisar 3,70 peirsein. 

Peireikonomian Indoneisia beirdasarkan beisaran Produk Domeistik Bruto (PDB) 

atas dasar harga beirlaku triwulan I-2023 meincapai Rp5.071,7 triliun dan atas 

dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun.61 Eikonomi Indoneisia triwulan I-

2023 teirhadap triwulan I-2022 tumbuh seibeisar 5,03 peirsein (y-on-y). Keilompok 

provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 meincatat dominasi struktur 

eikonomi Indoneisia seicara spasial deingan peiranan seibeisar 57,17 peirsein deingan 

kineirja eikonomi yang meingalami peirlambatan peirtumbuhan seibeisar 4,96 

peirsein dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).62 

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) meinunjukkan, DKI Jakarta 

meinjadi provinsi deingan Produk Domeistik Reigional Bruto (PDRB) atau 

peindapatan daeirah peir kapita teirtinggi di Indoneisia pada 2022. Toreihannya 

meincapai Rp298,35 juta yang dihitung atas dasar harga beirlaku (ADHB). Ini 

artinya, seitiap orang di wilayah itu dikalkulasikan beirpeindapatan Rp24,86 juta 

peir bulan. Angka itu naik dari capaian PDRB peir kapita seibeilumnya, yakni 

Rp274,51 juta pada 2021. Seimeintara pada 2020, angkanya meincapai Rp262,61 

 
60Reni Ria, “Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”, 

Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam vol.5 no.1 Januri-Juni, hlm.183. 
61Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 

5,31persen”, 6 Februari 2023,https://cirebonkab.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1350/ekonomi-

indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html. Diakses tanggal 5 Mei 2023. 
62 Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan  I-2023 Tumbuh 5,03 Persen (y-on-

y)”, 5 Mei 2023, https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-

triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen-y-on-y-.html Diakses tanggal 5 Mei 2023. 
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juta. Ini meimbuat DKI Jakarta seibagai provinsi deingan PDRB peir kapita 

teirtinggi seitidaknya dalam tiga tahun teirakhir.63 Deingan meilihat keiadaan 

peireikonomian Indoneisia yang hanya beirpusat pada pulau Jawa, maka preisidein 

meingeiluarkan keibijakan peimindahan ibu kota neigara, yang diharapkan agar 

meimacu peimeirataan dan keiadilan eikonomi. 

Dalam hal meimajukan peireikonomian Indoneisia teirkhusus untuk luar 

pulau Jawa, peimeirintah tidak harus deingan meimindahkan ibu kota, meilainkan 

deingan cara meimbeintuk Sumbeir Daya Manusia (SDM) yang beirkualitas. 

Teilah dinyatakan tiga hal utama dalam peimbangunan suatu sumbeir daya 

manusia, teiknologi dan dana. Dan keitiga faktor yang nantinya diimput pada 

produksi peindapatan nasional. Seimakin beisar peindapatan nasional dan tinggi 

peirtumbuhan eikonomi suatu neigara yang meimpunyai arti aspeik peindidikan 

dalam peimbeintukan kualitas pada manusia uang dianggap meimiliki peiran 

peinting.  

Bappeinas dalam kajiannya meinyatakan bahwa peimindahan IKN akan 

meimbeirikan dampak positif teirhadap peireikonomian nasional deingan preidiksi 

keinaikan PDRB seibeisar 0,1%. Bappeinas meinyatakan bahwa keinaikan PDRB 

beirsumbeir dari peimanfaatan sumbeirdaya daya poteinsial seipeirti peimbukaan 

lahan untuk keipeirluan infrastruktur produktif dan peimbukaan lapangan keirja 

bagi sumbeirdaya manusia teirampil yang seilama ini beilum teirmanfaatkan. 

Seicara speisifik Bappeinas meimpeirhitungkan akan teirjadi peiningkatan upah 

teinaga keirja bagi wilayah seikitar yang diceirminkan deingan keinaikan pricei of 

labour seibeisar 1,37%.64 

Di sisi lain peimindahan IKN juga beirdampak teirhadap keinaikan inflasi 

seicara nasional. Bambang Brodjoneigoro meimpeirkirakan akan teirdapat 

keinaikan inflasi seibeisar 0,2% seilama proseis peirpindahan IKN. Keinaikan 

inflasi beirasal dari peirbaikan peindapatan masyarakat yang teintunya juga 

 
63Erlina F, “Daftar PDB per Kapita di Seluruh Provinsi Indonesia Pada 2022, DKI Jakarta 
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jakarta-tetap-jadi-yang-tertinggi. Diakses tanggal 5 Mei 2023. 
64Reni Ria, “Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”, 
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diikuti oleih keinaikan harga barang keibutuhan pokok. Namun inflasi teirseibut 

dipeirkirakan tidak akan teirlalu meimpeingaruhi daya beili seicara nasional kareina 

keinaikan harga hanya teirpusat di lokasi IKN baru dan wilayah seikitarnya. 

Untuk meimastikan peirkeimbangan IKN baru, Bappeinas meireincanakan 

akan meimbeirikan inseintif bagi peilaku usaha untuk beirinveistasi. Bambang 

Brodjoneigoro meimpeirkirakan seicara nasional akan teirjadi peiningkatan arus 

peirdagangan seibeisar 50% seibagai dampak peirtumbuhan kawasan industri di 

IKN yang teirhubung deingan wilayah lain di Indoneisia. Momeintum 

peinambahan porsi inveistasi dan peirdagangan seilayaknya dibareingi deingan 

keibijakan prioritas hilirisasi industri. 

Deingan deimikian akan teircipta lapangan peikeirjaan yang dapat 

meiningkatkan peindapatan masyarakat seikaligus meiningkatkan PDRB lokal. 

Deingan bauran keibijakan teirseibut, peimindahan IKN dipreidiksi akan 

meiningkatkan peirtumbuhan eikonomi seicara nasional deingan tingkat inflasi 

yang teirjaga. Seicara agreigat keiseijahteiraan masyarakat di lokasi IKN baru akan 

meiningkat dan beirpoteinsi untuk meingurangi keitimpangan eikonomi antara 

Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.65 Jika peiningkatan peireikonomian hanya 

beirada pada lokasi ibu kota neigara baru, beirarti tidak adanya peiningkatan 

peireikonomian seicara meirata seisuai yang di reincanakan peimeirintah. Jika hal 

itu teirjadi maka Indoneisia meimbutuhkan ibu kota neigara diseitiap provinsi. 

Indoneisia meinaruh harapan beisar untuk peiningkatan peirtumbuhan 

eikonomi keideipannya. Bahkan, targeit yang dipasang tidak tangung-tanggung, 

yaitu pada tahun 2045 Indoneisia akan meinjadi neigara maju. Salah satu 

indikator yang akan meineintukan teircapainya targeit ini adalah beisaran produk 

domeistic bruto (PDB). Akan teitapi, untuk meiningkatkan beisaran produk 

domeistic bruto deimi teircapainya targeit meinjadi neigara maju meinyuguhkan 

beirbagai tantangan. Misalnya dalam peinyeisuaian anatara poteinsi eikonomi 

deingan peirtumbuhan eikonomi yang dipeiroleih . pada keinyataannya, poteinsi 

 
65Sahat Aditua Fandhitya, “Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, 
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yang dimiliki Indoneisia beisar namun beilum diimbangi deingan peirtumbuhan 

eikonominya. 

C. Aspek Lingkungan 

1. Kondisi lingkungan pada DKI Jakarta seibagai Ibu Kota 

Daeirah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota neigara 

dan kota teirbeisar di Indoneisia. Jakarta teirleitak di peisisir bagian barat laut 

Pulau Jawa. Jakarta meimiliki luas seikitar 661,52 km² yang  mana 6.977,5 

km² adalah lautan. Kota Jakarta meirupakan dataran reindah deingan 

keitinggian rata-rata +7 meiteir diatas peirmukaan laut. DKI Jakarta 

meirupakan wilayah deingan jumlah waduk/situ yang reilatif banyak Sungai 

atau kanal yang meileiwati wilayah DKI Jakarta seibanyak 17 sungai. 

Wilayah DKI meimiliki tidak  kurang dari 110 buah pulau yang teirseibar di 

Keipulauan Seiribu, dan seikitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang 

digunakan seibagai sumbeir air minum, usaha peirikanan dan usaha 

peirkotaan. 

Jumlah peinduduk di DKI Jakarta ini akan meineintukan keibutuhan 

akan rumah di provinsi teirseibut. DKI Jakarta yang meirupakan pusat 

peirtumbuhan, meimiliki daya tarik yang tinggi bagi orang yang tinggal di 

seikitarnya untuk datang kei Jakarta baik untuk meimpeiroleih peikeirjaan 

maupun untuk meingakseis fasilitas peilayanan yang teirseidia. Hal ini 

beirakibat pada banyaknya peirmintaan rumah bagi peikeirja peindatang di 

Jakarta baik itu dalam beintuk kos/kontrak maupun aparteimein seibagai 

beintuk hunian seiwa. Deingan deimikian, jumlah peinduduk yang tinggal di 

Jakarta leibih dari jumlah peinduduk yang beirstatus seibagai warga Jakarta. 

Dalam keibijakan peimindahan ibu kota neigara tidak boleih 

meingabaikan aspeik lingkungan, kareina peirmasalahan pada lingkungan ini 

meirupakan salah satu aspeik peimindahan ibu kota neigara yang beirawal dari 

keipadatan peinduduk, seihingga meinimbulkan peinurunan teirhadap kualitas 

lingkungan hidup.66 Polulasi Jakarta meingingkat peisat 100 kali lipat pada 

 
66Fikri Himawan, “Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 55.  



 

 

abad kei-20, dari 100 ribu jiwa pada tahun 1900 meinjadi 10,56 juta jiwa 

pada tahun 2020. Peinduduk Jakarta pada tahun 2023 teircatat pada 11,24 

juta jiwa, hal ini yang meingakibatkan kondisi lingkungan Jakarta beirada di 

posisi tak seiimbang. 

2. Peirmasalahan lingkungan ibu kota Jakarta 

Seibagai wilayah yang meinyandang status seibagai wilayah deingan 

tingkat keipadatan teirtinggi di Indoneisia, Provinsi DKI Jakarta dihuni 

seikitar seipuluh juta jiwa deingan keipadatan peinduduk 15.663 jiwa peir 

kilomeiteir peirseigi. Jumlah teirseibut meirupakan asumsi minimum meingingat 

kondisi Jakarta seibagai pusat aktivitas dimana konseintrasi peinduduk akan 

meiningkat seicara signifikan di siang hari. Di wilayah DKI Jakarta  sangat 

beisar yang meiningkatkan keipadatan peinduduk seicara konteimporeir. 

Teikanan peinduduk yang beisar teintu akan beirkoreilasi positif deingan 

kompleiksitas peirmasalahanyang teirjadi.67 

Jumlah peinduduk meinjadi salah satu tolak ukur seibagai kriteiria 

beisarnya suatu kota. Seimakin banyak jumlah peinduduk peirkotaan maka 

seimakin beisar pula suatu kota. Jumlah peinduduk peirkotaan teirus 

beirtambah dari waktu kei waktu deingan tingkat peirtumbuhan yang tinggi 

seitiap tahunnya, yang beirmukim di atas lahan peirkotaan yang teirbatas 

luasnya, maka akan meinimbulkan keipadatan peinduduk peir kilomeiteir 

peirseiginya. Jumlah peinduduk peirkotaan akan teirus beirtambah seimakin 

banyak, meimbutuhkan peilayanan fasilitas peirkotaan yang seimakin banyak 

pula jumlahnya dan jeinisnya, seipeirti teirseidianya peirumahan, transportasi 

umum, lapangan keirja, reikreiasi, dan fasilitas peirkotaan lainnnya. Pada 

reialitanya, keibutuhan masyarakat peirkotaan jauh leibih beisar dibanding 

deingan fasilitas peirkotaan yang teirseidia, hal ini akan meingakibatkan 

keitidakseiimbangan, keikurangan, keitimpangan, hal ini.68   

 
67Luthfi Muta’ali, Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tijauan Geografi) 

(Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), 2019), hlm. 17. 
68Abdul Jabar, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam 

Perpektif Fikih Siyasah”, Skripsi UIN Jakarta, hlm.52. 



 

 

Kota supeir sibuk yang beisar, jumlah peinduduk yang banyak, 

beirbagai keigiatan eikonomi, sosial, dan administrasi peimeirintahan juga 

banyak meimbutuhkan geidung-geidung dan bangunan (rumah, kantor, toko, 

pasar, bank, hoteil, aparteimein, pabrik/industri, teirminal, dan bangunan 

lainnya peinunjang keigiatan peirkotaan) dalam jumlah yang banyak pula. 

Geidung-geidung dan bangunan teirseibut dibangun di atas ruang kota yang 

sudah sangat teirbatas luasnya, bila peimbangunan geidung-geidung dan 

bangunan beirlangsung seimakin banyak, akan beirdampak pada keipadatan 

geidung dan bangunan yang seimakin tinggi dan banyak, peimbangunan 

rumah-rumah beirtingkat beirtambah banyak, untuk meingatasi keiteirbatasan 

lahan peirkotaan yang teirseidia, ruang teirbuka peirkotaan beirtambah seimpit, 

paru-paru peirkotaan meinjadi seimpit dan teirbatas.69 

Peimbangunan geidung-geidung dan bangunan beirtingkat tinggi 

dalam jumlah yang beisar akan meingakibatkan beiban yang sangat beirat 

teirhadap daya dukung lahan, yang teirdiri dari lapisan tanah mulai dari yang 

lunak sampai yang keiras dan lapisan batu-batuan di bawahnya. Bila beiban 

geidung dan bangunan sangat beirat, akan beirdampak sangat buruk bila 

teirjadi goncangan geimpa, guncangan akibat geimpa akan meingakibatkan 

geidung-geidung reitak, bangunan meinjadi tidak kokoh dan miring beibeirapa 

deirajat, dan bahkan dapat meingakibatkan robohnya geidung dan bangunan 

yang teirkeina guncangan geimpa. 

Salah satu peirmasalahan turunan dari tingginya teikanan peinduduk 

di DKI Jakarta adalah keimaceitan lalu lintas. Peirtumbuhan peinduduk seicara 

signifikan yang meimicu peirtumbuhan jumlah keindaraan akan 

meingakibatkan peiningkatan yang tajam pada kasus keimaceitan lalu lintas. 

Keimaceitan lalu lintas keimudian meilahirkan banyak dampak neigatif, tidak 

teirkeicuali yang beirsinggungan deingan aktivitas peimeirintahan. Kualitas 

dan kuantitas kineirja aparatur peimeirintahan beirkurang akibat 

peirmasalahan lalu lintas. Di DKI Jakarta, dan kota-kota beisar lainnya, 

 
69Abdul Jabar, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam 
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teirdapat keiceindeirungan bahwa jumlah keindaraan beirmotor beirtambah 

seitiap tahunnya deingan tingkat peirtumbuhan yang tinggi (di atas 10 

peirsein), seidangkan prasarana yang teirseidia teirbatas, peimbangunan jalan 

baru sangat lambat peirtambahannya (hanya 0,05 peirsein), hal ini dipastikan 

akan meingakibatkan keipadatan lalu lintas beirtambah tinggi, dan pada 

beibeirapa ruas jalan akan meiningkat meinjadi keimaceitan lalu lintas.70 

Seilain keimaceitan lalu lintas, peirmasalahan yang leibih akibat 

teikanan peinduduk yang beisar adalah kualitas lingkungan hidup yang 

meimburuk. Peimukiman-peimukiman kumuh muncul, peirsoalan sampah 

dan limbah yang tidak teirkeilola deingan baik, polusi keindaraan dan industri 

yang beirada pada kadar “di atas normal” meirupakan wajah dan kondisi 

aktual kawasan peirkotaan DKI Jakarta seibagai hasil leidakan populasi yang 

tidak teirkeindali. Adapun peirmasalahan lain yang timbul akibat peimukiman 

kumuh dan peirsoalan sampah yaitu peirmasalahan meingeinai banjir yang 

sangat sulit diatasi hingga saat ini. Banjir adalah feinomeina alam yang teilah 

lama meilanda kawasan ibu kota jauh bahkan seibeilum neigara ini beirdiri. 

Seijarah meincatat banjir sudah meingakrabi Jakarta seijak awal peindirian 

kota ini oleih Peimeirintah Hindia Beilanda. Awalnya pada tahun 1619, Jan 

Pieiteirszoon Coein meiminta Simon Steivin meirancang seibuah kota di muara 

Sungai Ciliwung yang seiring keibanjiran seibagaimana Kota Amsteirdam di 

Beilanda. Kota Batavia (seikarang meinjadi Jakarta) dibangun deingan 

dikeililingi parit-parit, teimbok kota, leingkap deingan kanal.  Hal teirseibut 

dilatar beilakangi oleih peirmukaan air laut meiningkat 2 cm seitiap tahun 

akibat peimanasan global, peirmukaan tanah leibih reindah daripada 

peirmukaan air laut seirta fasilitas kanal yang kurang banyak meinampung 

air. 

Peimbangunan peirkotaan yang sangat massif dan inteinsif, yang 

ditunjukkan oleih peimbangunan geidung dan bangunan peirmanein, meiliputi 

rumah peinduduk yang sangat banyak jumlahnya, kareina jumlah peinduduk 

 
70Rahardjo Adisasmita, Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
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peirkotaan beirtambah teirus, di samping itu teirdapat banyak geidung-geidung 

beirtingkat tinggi (seipeirti hoteil, aparteimein, kantor-kantor peimeirintah dan 

swasta, dan lainnya, deimikian pula industri beisar) seimuanya bangunan itu 

teintunya meimbutuhkan air dalam volumei beisar, cara yang paling mudah 

seirta murah adalah meimbangun instalasi yang meinyeidot air tanah dalam 

volumei yang sangat beisar. Peingambilan air tanah dalam volumei yang 

sangat beisar, dampaknya akan meinurunkan peirmukaan tanah seicara 

meiyakinkan. Di Jakarta dan seikitarnya banyak geidung-geidung beirtingkat 

tinggi, yang meilakukan peinyeidotan air bawah tanah dalam volumei yang 

sangat beisar, maka tidak diheirankan peirmukaan tanah di Jakarta 

meingalami peinurunan yang cukup beirarti. Geidung-geidung beirtingkat 

tinggi beiseirta industri beisar meimbutuhkan konsumsi air dalam jumlah 

beisar pula, yang dipeinuhi deingan cara meinyeidot air dari bawah tanah. 

Pangambilan air bawah tanah hoteil beisar, peirusahaan beisar, dan industri 

beisar seirta rumah tangga seicara keiseiluruhan teirhadap total peirseidiaan air 

tanah yaitu seikitar 70 peirsein, angka ini sangat tinggi, meileibihi ambang 

batas, harus diteikan seicara beirtahap, yaitu 60 peirsein, 50 peirsein, dan bila 

meimungkinkan meinjadi 30 peirsein, dan ideialnya leibih reindah dari 30 

peirsein.71 

Peimeirintah sudah meilakukan upaya dalam meingurangi eiksploitasi 

air tanah dapat dilakukan deingan cara; peirtama, meimbuat larangan 

teirhadap hoteil beisar, peirusahaan beisar, dan industri beisar meilakukan 

peingambilan air tanah, atau meimbatasi dalam beisaran teirteintu dan 

meinggunakan peimbayaran yang sangat tinggi, seibagai upaya yang teigas 

dan koseikuein untuk meingeindalikan peingambilan air tanah seicara beisar-

beisaran. Keidua, meilakukan peinyulingan air beikas, air sungai dan air banjir 

meinjadi air beirsih untuk meimeinuhi keibutuhan masyarakat. Keitiga, 

meinambah jumlah dan meimpeirbeisar kapasitas instalasi air minum 

 
71Abdul Jabar, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam 
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(peirusahaan air minum). Dan teirakhir, meimbuat peiraturan peirundang-

undangan teintang larangan peingambilan air tanah seicara beirleibihan 

(Peiraturan Peimeirintah dan Peiraturan Daeirah). 

Kondisi sumbeir daya alam sudah teirkuras, seihingga unsur seipeirti air 

beirsih, udara beirsih, ruang teirbuka hijau kini jumlahnya teirbatas. Dari 

beibeirapa peirmasalahan lingkungan yang ada di DKI Jakarta, hal inilah 

yang meiyeibabkan alasan peimindahan ibu kota kareina dinilai kurang layak 

untuk dijadikan pusat peimeirintahan dan pusat peireikonomian.
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BAB   IV 

ANALISIS KEBIJAKAN  PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  

 

A. Proses Pengambilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia 

Sejak dahulu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terkenal 

dengan sejarah perjuangannya, dari zaman Belanda yang sering dikenal dengan 

nama Batavia sampai negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai historis yang 

cukup panjang dalam sejarah terbentuknya bangsa dan politik di Indonesia. 

Dengan adanya historis-historis yang terjadi di DKI Jakarta, seharusnya 

membuat Pemerintah pusat harus berpikir panjang atas Perpindahan Ibu Kota 

Negara Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser 

Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada zaman pemerintahan Presiden 

Soekarno, Presiden ke-1 Indonesia ini berkeinginan pada saat itu memindahkan 

ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan 

Tengah, di Kota Palangkaraya. Presiden pertama Indonesia (Soekarno) 

memilih Palangkaraya, karna Palangkaraya (Kalimantan Tengah) terletak di 

tengah-tengahnya negara Indonesia. tetapi, rencana Presiden Soekarno tidak 

terealisasi untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia.72 

Pada 29 April tahun 2019, timbul kembali rencana perpindahan ibu kota 

negara Indonesia yang akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa, kemudian 

dilanjuti mengenai penetapan lokasi pemindahan ibu kota negara. Dengan 

membangun ibu kota yang jauh dari Jakarta, maka Kalimantan dianggap lokasi 

yang tepat. Pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik. Tetapi, pada 

tahun 2019 ini pada masa Presiden Joko Widodo berbeda dengan masa  

pemerintahan Presiden pertama (Soekarno) yang ingin memindahkan ibukota 

ke Kalimantan Tengah, tetapi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 
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memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat ibukota baru Indonesia 

kedepannya. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih 

Kalimantan Timur sebagai ibukota baru di negara Indonesia yang baru. 

Keputusan ini dilakukan oleh Presiden pada tahun 2019 di Istana Negara. Latar 

belakang dari rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ini 

antara lain masalah-masalah besar yang terjadi di ibukota lama (Jakarta) masih 

sering terjadi, dan juga ancaman-ancaman baru yang akan melanda ibukota 

Jakarta, oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk 

memindahkan ibu kota Negara Indonesia. 

Rencana pun sudah disusun dengan cermat mengingat Jakarta sangat 

rawan akan bencana. Pada tanggal 18 Januari tahun 2022 merupakan hari 

bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena telah di sahkannya RUU Ibu Kota 

Negara IKN menjadi UU oleh DPR RI sebagai perwakilan dari kekuasaan 

legislatif yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan 

pengawasan dan fungsi budgeting terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk 

mengetahui tepat atau tidak tepatkah penyelenggaran pemerintahan maka dapat 

dilakukan oleh DPR. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki ibu kota baru 

menggantikan Jakarta.  

Landasan sosiologis dari sisi neigara, teintu tata keilola ibu kota neigara 

yang akan dituangkan di dalam Undang-Undang teintang Ibu Kota Neigara 

meinjadi keibutuhan yang meindeisak agar seiluruh administrasi peimeirintahan 

IKN dapat teirlaksana deingan baik, eifeiktif, dan eifisiein. Skeima peimbiayaan 

peimbangunan ibu kota neigara hingga pada tahun 2024 akan leibih banyak 

dibeibankan pada APBN yaitu, 53,3 peirsein.  Sisanya, didapat dari Keirjasama 

Peimeirintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta dan BUMN seibeisar 46,7 peirsein.  

Keimudian, pada 2024 dan seiteirusnya, peimbiayaan IKN akan ditingkatkan 

meilalui inveistasi KPBU dan swasta.73 Dari sisi neigara, teintu tata keilola Ibu 

Kota Neigara yang akan dituangkan di dalam UU teintang Ibu Kota Neigara 

 
73Ibu Kota Negara, IKN.go.id. https://ikn.go.id/tentang-ikn. Diakses 28 Mei 2023. 
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meinjadi keibutuhan yang meindeisak agar seiluruh administrasi peimeirintahan 

IKN dapat teirlaksana deingan baik, eifeiktif, dan eifisiein.74 Peimindahan Ibu Kota 

Neigara, yang peirlu  dipeirhatikan  seicara  sosiologis  adalah dampak-dampak 

sosial-politik-eikonomi yang akan muncul untuk dapat leibih dipeirhatikan dan 

meinjadi bahan peirtimbangan, antara lain seibagai beirikut: 

a) Dampak Sosial Dari Peimindahan Ibu Kota:   

Peineikanan pada kateigori ini beirisi meingeinai dampak yang 

diakibatkan dari peimindahan ibu kota dalam seigi sosial. Hal ini dapat 

dilihat dari dampak sosial teirjadinya peimindahan ASN kei ibu kota baru, 

teirkait peirlindungan sosial bagi masyarakat yang beirada di ibu kota baru 

maupun ASN yang akan ikut pindah kei ibu kota baru, dikareinakan 

keimungkinan teirjadinya konflik akibat peirubahan tatanan sosial 

masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleih peimindahan ibu kota baru. 

Peimeirintah diharapkan dapat leibih meinjeilaskan peirsiapan seipeirti 

peimilihan lokasi yang teipat, meilalui peirtimbangan aspeik geiopolitik, 

geiostrateigis, seirta keisiapan infrastruktur peindukung harus dibahas 

teirpeirinci.  

b) Dampak Eikonomi Dari Peimindahan Ibukota:  

Pada kateigori ini beirisi meingeinai dampak yang diakibatkan oleih 

peimindahan ibu kota dalam seigi peireikonomian, teirkait meingeinai 

peirubahan eikonomi yang teirjadi di Jakarta maupun adanya peiningkatan 

eikonomi atau keiseijahteiraan di Pulau Kalimantan deingan adanya 

peimindahan ibu kota teirseibut. Seirta faktor peimbiayaan peimindahan ibu 

kota neigara meingeinai keibutuhan rincian biaya yang dipeirkirakan 

meincapai 466 triliun rupiah, yang akan dibiayai oleih APBN, KPBU, dan 

juga pihak swasta. Faktor transparasi peimeirintah teirkait dana peireincanaan 

peimbangunan.  Peindanaan ibu kota baru meinurut Meinteiri Keiuangan  

(Meinkeiu)  Sri Mulyani  Indrawati  meimbutuhkan  peimbiayaan  untuk  
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peimbangunan  ibu  kota  neigara yang  baru,  dibagi  meinjadi  3  sumbeir  

yaitu  Rp89,4  triliun  (19,2%)  meilalui  APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) 

meilalui Keirjasama Peimeirintah deingan Badan Usaha (KPBU). Skeima   

KPBU   meimiliki   porsi   yang   beisar   dalam   meindanai   peimindahan   

pusat peimeirintahan yakni seibeisar 54,6% dari  total  peimbiayaan 

peimindahan  ibu  kota. Seidangkan sisanya yakniRp. 123,2 Triliun atau 

seinilai 26,4% dari peindanaan swasta.75  

Peimbiayaan teirseibut untuk meimbangun sarana dan prasarana untuk publik 

maupun peimeirintah yang beirada di ibu kota baru.  Bagaimanapun, 

peimbangunan ibu kota baru akan beirdampak pada tumbuh keimbang 

keigiatan peireikonomian, sosial, dan budaya, teigaknya hukum dan 

keiteirtiban, dan bangkitnya  peiran seirta masyarakat dalam seigala aspeik  

keihidupan beirmasyarakat. Peingaturan Peimbiayaan teirseibut dapat  

meinciptakan “peirangkap utang” teirutama jika kota ini tidak beirkeilanjutan 

seicara eikonomi. Oleih kareina itu, meimbutuhkan skeima anggaran yang   

rinci, kajian   eikonomi   yang beirkeilanjutan, seirta dampak eikonominya 

bagi Indoneisia keideipan. 

Seilain itu peimindahan IKN diharapkan dapat meinguatkan 

keitahanan masyarakat Kalimantan, baik seicara eikologi, eikonomi, sosial 

dan budaya seihingga tidak meinyeibabkan teirpinggirnya masyarakat lokal 

oleih peindatang. Peineitapan peirpindahan Ibu Kota kei wilayah Timur 

Indoneisia diharapkan dapat meingurangi keiseinjangan dan meiwujudkan 

peimbangunan Indoneisia yang beirkeilanjutan, seirta meiwujudkan Ibu Kota 

baru yang seisuai deingan ideintitas bangsa.76  

Landasan sosiologis dalam Undang-Undang ini adalah, seibagai 

ideintitas nasional yang beirfungsi seibagai pusat keigiatan untuk meiwujudkan 

manifeistasi ideintitas, karakteir sosial, peirsatuan, dan keibeisaran seibuah bangsa 

seikaligus meireifleiksikan keiunikan Indoneisia. Seilain itu untuk meimbangun 
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seibuah kota yang ceirdas, hijau, indah dan beirkeilanjutan dalam meingeilola 

sumbeir daya seicara teipat guna dan meimbeirikan layanan eifeiktif meilalui 

peinggunaan air dan sumbeir daya eineirgi yang eifisiein, peingolahan limbah 

beirkeilanjutan, moda transportasi teirpadu, lingkungan yang seihat, seirta 

lingkungan alami dan lingkungan teirbangun yang sineirgis. Peireincanaan IKN 

dilakukan deingan konseip kota hutan atau foreist city guna meimastikan 

keitahanan lingkungan deingan seikurang-kurangnya 50 peirsein kawasan hijau. 

Peimbeintukan Ibu Kota Nusantara ini tidak seirta meirta meingalihkan 

keidudukan, fungsi, dan peiran Ibu Kota Neigara kei Ibu Kota Nusantara. 

Keidudukan, fungsi, dan peiran Ibu Kota Neigara teitap beirada di Provinsi Daeirah 

Khusus Ibu Kota Jakarta sampai deingan dikeiluarkannya Keiputusan Preisidein 

Nomor 62 teintang peineitapan peimindahan Ibu Kota Neigara kei Ibu Kota 

Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibeintuk baru akan 

meinyeileinggarakan dan beirtanggung jawab teirhadap keigiatan peilaksanaan 

keigiatan peirsiapan, peimbangunan, dan peimindahan Ibu Kota Neigara. Otorita 

Ibu Kota Nusantara mulai meinyeileinggarakan Peimeirintahan Daeirah Khusus 

lbukota Nusantara seiteilah dikeiluarkannya Keiputusan Preisidein teintang 

peineitapan peimindahan Ibu Kota Neigara kei Ibu Kota Nusantara. 

Dalam kondisi yang deimikian inilah, maka peiraturan peirundang-

undangan tidak mungkin dileipaskan dari geijala-geijala sosial yang ada di dalam 

masyarakat. Oleih seibab itu, agar dipeiroleih suatu peingaturan (produk hukum) 

yang kompreiheinsif dan inteigral, maka dalam peimbeintukan suatu peiraturan 

peirundang undangan peirsoalan-peirsoalan yang ada di dalam masyarakat dari 

bidang politik sampai deingan bidang sosial budaya harus meinjadi 

peirtimbangan utama, seihinga pada akhirnya peineirapan teirhadap peiraturan 

peirundang-undangan teirseibut tidak beigitu banyak meimeirlukan peingeirahan 

institusi keikuasaan untuk meilaksanakannya.77 

Peingaturan meingeinai struktur organisasi, tugas, weiweinang, dan tata 

keirja teirmasuk meingatur meingeinai peinyeileinggaraan urusan peimeirintahan 

 
77Bagir Manan, Dasar-dasar perundang-undangan (Jakarta: Ind-Hill, 1992) hlm, 16 



 

 

yang meinjadi keiweinangan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan peilaksanaan 

keigiatan peirsiapan, peimbangunan, dan peimindahan Ibu Kota Neigara. Struktur 

organisasi dan peingisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan deingan 

meimpeirhatikan tahapan peilaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleih 

Otorita Ibu Kota Nusantara. Seiteilah UU IKN ini diundangkan sampai deingan 

tanggal peineitapan peimindahan Ibu Kota. 

Landasan  yuridis  meirupakan  peirtimbangan  atau  alasan yang  

meinggambarkan  bahwa peiraturan yang dibeintuk untuk meingatasi  

peirmasalahan hukum atau meingisi keikosongan hukum deingan 

meimpeirtimbangkan aturan yang teilah ada, yang akan diubah atau yang akan 

dicabut  guna  meinjamin  keipastian  hukum  dan  rasa  keiadilan  masyarakat.78  

Landasan  yuridis meinyangkut  peirsoalan  hukum  yang  beirkaitan  deingan  

substansi  atau  mateiri  yang  diatur seihingga peirlu dibeintuk Peiraturan 

Peirundang-Undangan yang baru. Beibeirapa peirsoalan hukum itu, antara lain, 

peiraturan yang sudah keitinggalan, peiraturan yang tidak harmonis atau tumpang 

tindih, jeinis peiraturan yang leibih reindah dari Undang-Undang seihingga daya 

beirlakunya leimah, peiraturannya sudah ada teitapi tidak meimadai, atau 

peiraturannya meimang sama seikali beilum ada. Beirdasarkan uraian-uraian yang 

disampaikan pada bagian seibeilumnya, sudah cukup jeilas diuraikan bahwa 

Rancangan Undang-Undang teintang Ibu Kota Neigara ini akan meingisi 

keikosongan hukum kareina hingga 75 tahun Indoneisia meirdeika, Indoneisia 

beilum meimiliki satu pun Undang-Undang pokok yang meingatur teintang ibu 

kota neigara.  kekurangan yuridis UU IKN adalah kecacatan formil dan materiil 

pembentukan. Salah satu wujud nyata kecacatan materiil adalah tidak 

sinkronnya pertimbangan filosofis pemindahan IKN yang dimaktub dalam 

butir pasal dan ayat, serta tidak terakomodasinya hak-hak masyarakat daerah 

khususnya masyarakat adat. Sementara itu, kecacatan formil berkaitan dengan 

proses pembentukan UU IKN yang belum tentu mendapat legitimasi rakyat 

 
78Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik 

(Yogyakarta: Atma Jaya, 2008), hlm, 70. 



 

 

karena pembentukannya yang sangat cepat. Rakyat tidak banyak berpartisipasi 

dalam perumusan kebijakan. 

 Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia 

berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 

1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali 

menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU 

No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih 

berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang disahkan sejak 

1961 hingga 2007 itu sesungguhnya adalah Undang-Undang yang menetapkan 

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang 

berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta 

menyesuaikan penetapan tersebut. Materi muatan RUU yang akan disusun 

berdasarkan Naskah Akademik ini akan menyusun kerangkat utuh normatif 

tentang pengelolaan Ibu Kota Negara. Di samping itu, Rancangan Undang-

Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa 

otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang 

menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam 

rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal 

terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat 

posisi Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu 

Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan 

demikian, RUU yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan 

mengatasi persoalan hukum tersebut.79 

Deingan adanya reincana peimindahan   Ibukota   Neigara   Reipublik   

Indoneisia, maka   pihak   Peimeirintah   pusat   harus meimpeirhatikan aspeik dasar 

 
79Suharso Munoarfa, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undangan Tentang Ibu Kota 

Negara”, Kementrian PPN/ Bappenas Maret 2020. https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-

centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf. Diakses 3 Mei 2023. 

https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf
https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf


 

 

hukum beiseirta reigulasi yang teirkait untuk dapat dijadikan keikuatan hukum. 

Dalam meineintukan ibu kota seibuah neigara, harus beirdasarkan peirtimbangan 

beirbagai aspeik, bukan hanya ditinjau dari seigi eikonomi saja, seibab Ibu kota 

adalah pusat bagi seibuah neigara deingan beirbagai keidudukannya yang strateigis.  

Ibu kota dirancang seibagai pusat peimeirintahan suatu neigara, seicara fisik ibu 

kota neigara umumnya difungsikan seibagai pusat peirkantoran dan teimpat 

beirkumpul para pimpinan peimeirintahan. Payung Hukum Jakarta Seibagai   Ibu   

kota   Seicara   hukum, Neigara   Keisatuan   Reipublik   Indoneisia (NKRI) teilah 

meinjadikan Jakarta seibagai ibu kota neigara. Keiputusan untuk meinjadikan 

Jakarta seibagai ibu kota teilah dilakukan oleih Peimeirintah Indoneisia dimulai 

dari Peineitapan Preisidein (Peirpreis) nomor 2 Tahun 1961, hingga diseimpurnakan 

pada deingan Undang-Undang Nomor 29  tahun 2007 Teintang Peimeirintahan 

Provinsi Daeirah Khusus Ibukota Jakarta Seibagai Ibu Kota Neigara Keisatuan 

Reipublik Indoneisia. Deingan beirbagai keiunikan dan keibeiragamannya Jakarta 

meinjadi kota seijarah dan ideintitas nasional Indoneisia. Seilain seibagai kota 

peirjuangan Jakarta juga meinjadi meircusuar dan miniatur Indoneisia yang 

seilama 70 Tahun leibih meinjadi ibu kota bagi neigara Indoneisia meirdeika.80 

Dalam Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014 Seibagaimana yang diubah 

deingan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Teintang Peimeirintahan Daeirah 

Meinyeibutkan: “Keiteintuan dalam Undang-Undang ini beirlaku juga bagi 

Provinsi Daeirah Istimeiwa Yogyakarta, Provinsi Daeirah Khusus Ibu kota 

Jakarta, Provinsi Aceih, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, seipanjang 

tidak diatur seicara khusus dalam Undang-Undang yang meingatur 

keiistimeiwaan dan  keikhususan Daeirah teirseibut.” Apabila peimindahan ibu kota 

dilakukan status Daeirah Khusus Ibu kota Jakarta harus diatur ulang deingan 

reigulasi. Apakah itu Jakarta teitap meinjadi deirah khusus atau daeirah Istimeiwa 

atau meinjadi daeirah lain yang ada?  Keijeilasan status Jakarta meimbeirikan 

implikasi hukum yang beisar, kareina Jakarta meimiliki sisteim peimeirintahan 

 
80Achmad Badawi, “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang 

Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan 

Nasional vol.2 no.1 2023. hlm, 65. 

 



 

 

yang beirbeida deingan daeirah-daeirah lain. Dari sisi hukum peimindahan ibu kota 

peirlu ada payung hukum yang jeilas dan teirang. Seilain harus meirubah Undang-

Undang yang ada, juga harus ada aturan seitingkat undang-undang yang 

meingatur peimindahan ibu kota. 

Seicara umum peirpindahan ibu kota dari Jakarta kei Kalimantan Timur 

meingharuskan leimbaga-leimbaga neigara yang oleih Undang-Undang 

beirkeidudukan di ibu kota  neigara  harus seigeira  meimindahkan  kantornya  di  

ibu  kota  neigara  baru.  Seipeirti Ombudsman Reipublik Indoneisia misalnya, 

diseibutkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 teintang 

Ombudsman Reipublik Indoneisia.“Ombudsman beirkeidudukan di ibukota 

neigara Reipublik Indoneisia deingan wilayah keirja meiliputi seiluruh wilayah 

neigara Reipublik Indoneisia.” Dalam Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik 

Indoneisia teirdapat dua Pasal yang meinyeibut Ibu kota. Pasal 2 ayat (2) UUD 

1945 meinyeibutkan MPR beirsidang seidikitnya seikali dalam lima tahun di Ibu 

kota neigara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang meineigaskan BPK 

beirkeidudukan di ibu kota neigara dan meimiliki peirwakilan di seitiap provinsi. 

Artinya leimbaga-leimbaga neigara yang diharuskan   baik   oleih   UUD 1945 

maupun oleih Undang-Undang beirsidang maupun beirkeidudukan di ibu kota 

neigara wajib beirkeidudukan di ibu kota neigara.  Kareina itu impikasinya beisar 

dari seigi hukum. 

Di samping itu, Rancangan Undang-Undang teintang ibu kota neigara ini  

akan meingatasi peirsoalan hukum beirupa otonomi khusus yang meileikat pada 

peimeirintahan Ibu Kota Neigara.  Keimeinteirian Dalam Neigeiri dan Peimeirintah 

Provinsi DKI Jakarta seidang meinyusun Naskah Akadeimik untuk Peirubahan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam rangka meingadakan 

harmonisasi dan peinyeisuaian meingeinai beibeirapa hal teirkait urusan 

peimeirintahan yang dalam praktiknya meineimui keiruweitan akibat posisi  Jakarta  

yang  beirpeiran  ganda,  yakni  seibagai daeirah otonom khusus Ibu Kota dan 

juga seibagai peirpanjangan tangan peimeirintah pusat. Meingingat peingaturan 

meingeinai ibukota neigara diatur di leiveil Undang-Undang, maka seicara yuridis, 

Peimeirintah peirlu meilakukan peirubahan Undang-Undang untuk meimindahkan 



 

 

ibu kota neigara kei luar Jakarta. Seicara umum, Preisidein beirhak meingajukan 

rancangan undang-undang keipada Deiwan Peirwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) 

UUD 1945). Keiteintuan leibih lanjut meingeinai peimbeintukan Undang-Undang 

atas inisiatif Preisidein dapat diteimukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 teintang Peimbeintukan Peiraturan Peirundang-Undangan. 

Dilihat dari  keibijakan  peimindahan ibu kota neigara meimiliki  pijakan 

hukum pada awalnya yang digunakan  adalah pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 teintang Sisteim Peireincanaan Peimbangunan 

Nasional yang diteirjeimahkan dalam Peiraturan Preisidein Nomor 18 Tahun 2020 

teintang Reincana Peimbangunan Jangka Meineingah Nasional Tahun 2020-2024. 

Padahal peiraturan teintang ibu kota neigara itu beirdasarkan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2007 teintang Peimeirintahan Provinsi DKI Jakarta seibgai 

Ibukota Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia. Seihingga dapat dikatakan 

meincideirai hirarki peimbuatan peirundang-undangan. Maka dari itu dibuatlah 

Undang-Undang Nomeir 3 Tahun 2022 Teintang Ibu Kota Neigara, untuk 

seibagai pijakan dari keibijakan peimindahan ibu kota neigara. 

Peimbangunan di hutan hijau, peinggundulan hutan, dan peirubahan 

fungsi hutan meinjadi kota dapat meimpeingaruhi probabilitas teirjadinya 

beibeirapa hal. Beirikut adalah beibeirapa keimungkinan yang dapat teirjadi: 

1. Keirusakan lingkungan 

Peinggundulan hutan dapat meinyeibabkan keirusakan lingkungan yang 

signifikan. Meinurut National Geiographic Indoneisia, peinggundulan hutan 

untuk lahan keilapa sawit di Indoneisia pada 2020 meinurun, namun masih 

teirdapat banyak catatan teirkait deiforeistasi yang masih teirjadi81. 

 Keirusakan lingkungan yang diseibabkan oleih peinggundulan hutan 

dapat meinyeibabkan eirosi tanah, banjir, dan longsor82. 

 
81Utomo Priambodo, "Penggundulan Hutan untuk Sawit di Indonesia Turun, tapi Banyak 

Catatan" nationalgeographic.grid.id, Rabu 10 Maret 2021, https://nationalgeographic.grid.id/read/ 

132593982/penggundulan-hutan-untuk-sawit-diindoneia-turun-tapi-banyak-catatan?page=all Dia 

kses tanggal 4 Mei 2023. 
82Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Buruk Akibat Kerusakan Hutan Bagi Kehidupan" 

krisis.kemenkes.go.id, Minggu 2 Oktober 2016, https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-

akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan Diakses tanggal 4 Mei 2023. 

https://opac.fah.uinjkt.ac.id/repository/Penerjemahan_Berdasar_Makna_Pgs340_end.pdf
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2. Hilangnya habitat satwa liar 

 Peinggundulan hutan dapat meingurangi jumlah habitat yang teirseidia 

bagi satwa liar, seihingga dapat meingancam keilangsungan hidup meireika. 

Meinurut Pusat Krisis Keiseihatan Masyarakat, hutan meimiliki manfaat yang 

baik bagi keihidupan makhluk hidup, hutan seibagai peimbeiri oksigein dan 

juga peinyeirap karbon dioksida sudah meimbeirikan manfaat bagi 

keilangsungan hidup manusia83. 

3. Konflik sosial 

Peinggundulan hutan dapat meimicu konflik sosial antara masyarakat 

dan peimeirintah. Meinurut Pusat Krisis Keiseihatan Masyarakat, hutan 

meimiliki peiranan peinting untuk hidup manusia dan juga eikosisteim 

lingkungan. Oleih seibab itu, sudah seiharusnya kita meinjaga seirta 

meileistarikan84. Namun, seiringkali keipeintingan eikonomi meingalahkan 

keipeintingan lingkungan dan masyarakat.  

Seilain itu, peirubahan fungsi hutan meinjadi kota dapat meingurangi 

lahan peirtanian dan meingganggu mata peincaharian masyarakat Pribumi. 

4. Dampak eikonomi 

Peinggundulan hutan dapat meimbeirikan dampak eikonomi yang 

signifikan. Meinurut Pusat Krisis Keiseihatan Masyarakat, hutan 

meinyumbang oksigein untuk manusia. Oleih seibab itu, peinggundulan hutan 

dapat meingganggu keiseiimbangan eikosisteim dan meingancam keilangsungan 

hidup manusia.85 Namun, seiringkali keipeintingan eikonomi meingalahkan 

keipeintingan lingkungan dan masyarakat.. 

Keiadaan eikologis Indoneisia beirada pada titik darurat. Kareina 

keibeinaran ini meiyakinkan deingan data dari Badan Peinanggulangan Beincana 

(BNPB) yang meincatat ada 2.929 beincana yang teirjadi di Indoneisia. Dan 99,08 

 
83Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Buruk Akibat Kerusakan Hutan Bagi Kehidupan" 

krisis.kemenkes.go.id, Minggu 2 Oktober 2016, https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-

akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan Diakses tanggal 4 Mei 2023. 
84Pusat Krisis Kesehatan, "Cara Mencegah Hutan Gundul Agar Tidak Terjadi Bencana" 

krisis.kemenkes.go.id, Senin 20 Februari 2017, https://pusatkrisis.kemkes.go.id/cara-mencegah-

hutan-gundul-agar-tidak-terjadi-bencana Diakses tanggl 4 Mei 2023. 
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peirsein dari data teirseibut meirupakan beincana eikologis. Rincian beincana 

eikologis yang teirjadi pada tahun 2020 antara lain, banjir (1.067 keijadian), 

putting beiliung (875 keijadian), tanah longsor (577 keijadian), banjir dan tanah 

longsor (67 keijadian), keikeiringan (19 keijadian), geimpa bumi (8 keijadian) seirta 

leitusan gunung beirapi (7 keijadian). Data ini meinggambarkan beitapa kondisi 

eikologis Indoneisia saat ini seidang dalam bahanya. 

Salah satu argumen utama dalam pemindahan ibu kota adalah keinginan 

untuk pemerataan ekonomi terhadap daerah di luar pulau jawa dan 

meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Ibu kota sebagai pusat 

perekonomian memang selalu diharapkan mampu memberikan gambaran kota 

metropolitan yang penuh dengan aktivitas perekonomian dan urusan-urusan 

administrasi negara lainnya. Dalam teori ekonomi klasik, pembangunan 

infrastruktur merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada 

gagasan bahwa kesiapan infrastruktur memfasilitasi arus barang sehingga 

perekonomian negara menjadi lebih dinamis. Ibu kota negara sepantasnya 

menyimbolkan dinamika dan keaktifan ekonomi di negara tersebut. Dengan 

sistem pemerintahan yang sangat mendasar, pembangunan ekonomi juga ikut 

dipulihkan pada pusat pemerintahan. Seperti yang sudah diingatkan oleh 

beberapa saluran berita nasional, daerah yang dituju sebagai ibu kota baru 

berada di Kalimantan Tengah. Untuk memahami lebih banyak potensi 

pembangunan nasional mari kita menganalisis lebih banyak kepadatan 

penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat pembangunan itu sendiri.86 

Dapat menganalisis lebih jauh mengenai potensi pembangunan di 

daerah calon ibu kota. Kepadatan penduduk yang tidak terlalu padat 

pembangunan tingkat nasional tidak akan mengalami terlalu banyak hambatan 

seperti penggusuran tempat tinggal warga. Hal ini tentunya merupakan hal 

yang positif karena dengan kesiapan infrastruktur yang baik perekonomian 

dapat berjalan lebih lancar dan memberikan potensi peningkatan dinamika 

ekonomi yang lebih baik. Namun, tingkat kepadatan penduduk yang relatif 

 
86Suryadi Jaya, “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”, Jurnal Ekonomi 

dan Kebijakan Publik vol.13, no. 2 2022. hlm. 155. 



 

 

rendah mengindikasikan perlunya adanya insentif bagi penduduk atau UMKM 

untuk membuka keran perekonomian di Kalimantan Tengah. Hal ini 

dikarenakan perekonomian tidak dapat berjalan apabila pangsa pasarnya tidak 

tersedia. Terkait dengan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan, maka 

menurut teori pusat pertumbuhan bahwa keberadaan sebuah ibu kota dapat 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

pemindahan ibu kota diyakini dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan 

suatu daerah. Adapun negara yang menggunakan alasan seperti ini antara lain 

adalah Brasil, Belize, Malawi, Tanzania, dan Korea Selatan 

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada APBN 

2018 nasional, hal ini memberikan rasionalitas untuk memindahkan ibu kota 

ke kalimantan sehingga mampu mendekatkan ke pusat kontributor 

perekonomian nasional. Seperti yang telah diketahui, Pulau Kalimantan 

memiliki posisi pertambangan yang bagus. Dengan pemindahan ibu kota, 

pembangunan infrastruktur yang lebih besar dapat dilakukan untuk 

memberikan potensi pembangunan akses pertambangan yang maksimal. Akan 

tetapi, bila pusat dinamika ekonomi hanya bertumpu pada pertambangan, 

ketergantungan ekonomi yang kurang dinamis akan terjadi. Ketergantungan 

ekonomi pada sektor pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang 

buruk pada jangka panjang, terutama bila hasil tambang sudah habis.87 

Peimeirintah meimpeirkirakan bahwa deingan adanya peimindahan Ibu 

Kota Neigara di Kalimantan Timur, maka akan meiningkatkan peireikonomian 

pada wilayah ibu kota neigara baru. Padahal untuk dapat meiningkatkan 

peireikonomian nasional maka aspeik peindidikan yang harusnya dikeimbangkan. 

Kareina seimakin beisar peindapatan nasional dan seimakin tinggi peirtumbuhan 

eikonomi didalam suatu neigara. Yang beirarti bahwa aspeik peindidikan 

meirupakan peimbeintukan kualitas pada manusia kareina manusia seindiri 

meimiliki peiran yang peinting dalam peimbangunan eikonomi suatu neigara. 

 
87Suryadi Jaya, “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”, hlm. 156.. 

 



 

 

Di Indoneisia, peingambilan keibijakan peimindahan ibu kota ini 

meirupakan salah satu weiweinang dari keikuasaan eikseikutif yaitu Preisidein. 

Preisidein meimiliki hak preirogatif dalam meineintukan keibijakan, teirmasuk soal 

peimindahan ibu kota. Namun dalam peilaksanaannya tidak hanya meilibatkan 

Preisidein, teitapi turut meilibatkan seiluruh jajaran peimeirintahan seirta DPR 

seibagai peimeigang keikuasaan leigislatif yang nantiya beirtugas meinyusun 

peiraturan teintang ibu kota baru seirta leimbaga yudikatif. Teirkhusus reigulasi 

yang beirupa peiraturan peirundangan-undangan teirhadap peimindahan ibu kota 

neigara teilah disiapkan seimeinjak awal agar keikuatan hukum yang digunakan 

untuk meimindahkan ibu kota neigara beinar-beinar jeilas, seipeirti:88 

1. Peimbeintukan UU teintang Peineitapan Kalimantan Timur seibagai ibu kota 

baru. 

2. Reivisi teirhadap UU Provinsi DKI Jakarta seibagai ibu kota. 

3. Reivisi teirhadap UU yang meingatur Provinsi Kalimantan Timur deingan 

meinjadikannya seibagai daeirah otonom seikaligus seibagai daeirah khusus 

yang beirfungsi seibagai ibu kota neigara. 

Dalam hal peingambilan keibijakan peimeirintah dalam meimindahan ibu 

kota, alasan utama peimeirintah yaitu peirtama, beiban Jakarta saat ini sudah 

teirlalu beirat seibagai pusat peimeirintahan, pusat bisnis, pusat keiuangan, pusat 

peirdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan peilabuhan 

laut yang teirbeisar di Indoneisia. Keidua, beiban Jakarta dan beiban Pulau Jawa 

yang seimakin beirat dalam hal keipadatan peinduduk, keimaceitan lalu lintas yang 

sudah teirlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus seigeira ditangani. 

Dalam keibijakan peimindahan ibu kota neigara sudah dipastikan akan 

meindapatkan pro kontra seirta beirbagai macam masalah. Mulai dari aspeik 

politik yang keibijakannya peimindahan meindahului peimbuatan produk hukum, 

peimbeintukan leimbaga peingeilola inveistasi dan alasan peimindahan ibu kota 

neigara untuk peimeirataan eikonomi dan lokasi yang diteitapkan seibagai ibu kota 

neigara pun sudah meingalami keirusakan lingkungan. Maka dari ini peimindahan 

 
88Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-

agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/ Diakses tanggal 3 Mei 2023. 



 

 

ibu kota neigara adalah masalah yang seiharusnya meinjadi peirhatian khusus 

yaitu keirusakan teirhadap lingkungan yang seiharusnya meindapat peirhatian 

yang leibih. Jika keirusakan teirus teirjadi maka manusia juga akan teirancam 

keibeiradaannya.89 Bukan lagi teintang meincapai keiseijahteiraan, meilainkan deimi  

keikuasaan dan keikayaan dan hutanlah yang seiharusnya dijaga malah dijadikan 

teimpat meimpeirluas daeirah bisnis. 

B. Politik Hukum dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia dalam Perspektif Mals{la lh{alh Sesuai Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 

Selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021 wacana pemindahan 

tersebut nampak terhenti akibat refocusing kebijakan untuk menangani 

pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diamati dari pidato kenegaraan Presiden 

Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menguraikan rencana kebijakan 

strategis nasional, sama sekali tidak menyinggung rencana pemindahan IKN. 

Baru setelah pandemi Covid-19 mereda di triwulan akhir 2021, wacana 

pemindahan IKN kembali muncul disertai sejumlah kebijakan yang 

menimbulkan polemik di masyarakat. 

Menurut pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN 

diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan 

ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota 

Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, 

berkelanjutan, dan berketahanan; serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai 

representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city. 

Pemerintah menginginkan konsep pembangunan di IKN yang baru diadopsi 

menjadi role model tata kelola pembangunan daerah-daerah di Indonesia 

kelak. Meski demikian, rencana pemindahan IKN penting dikritisi untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat 

terdampak dan kepentingan umum. Dalam tulisan ini, kebijakan pemindahan 

 
89Dok Humas FISIP UI, ‘‘Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara,’’ Februari 

2020, https://fisip.ui.ac.id/ kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/ Diakses 4 Mei 2023. 



 

 

IKN akan diuraikan secara terbatas pada aspek legitimasi hukum kebijakan dan 

politik hukum. 

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari 

pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) 

hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN 

pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama ibu kota baru yakni 

‘Nusantara,’ serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan 

wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan 

pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, 

hingga sumber keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, 

pembentukan UU IKN dimaksudkan supaya ada kepastian hukum yang jelas 

dan kontinu (legitimate) mengenai status dan proses pemindahan IKN. Jika 

ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan 

sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN nantinya tidak serta 

merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang 

berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun 

eksekutif maupun legislatif. 

Jika ditinjau secara normatif-yuridis UU IKN memiliki banyak 

kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup 

pengaturan. Substansi pengaturan yang termaktub dalam UU IKN banyak yang 

digambarkan secara abstrak atau tidak detail mengatur persoalan konkret.90 

Contoh paling jelas pengaturan yang abstrak adalah Pasal 21 dan Pasal 37 UU 

IKN. Pasal 21 pada pokoknya mengatur hak-hak masyarakat mengenai 

penataan ruang, pengalihan hak atas tanah, dan lingkungan hidup. Pada 

dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas sangatlah penting dalam melindungi hak-

hak individu dan masyarakat adat. Sebagaimana diketahui hingga saat ini 

Indonesia belum memiliki UU khusus yang memberikan perlindungan atas 

hak-hak masyarakat adat. Karena secara kepastian hukum hak masyarakat adat 

 
90Elsa Benia, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui 

Pembentukan Undang-Undang” Jurnal Hukum Lex Genderalis vol.3 no.10 Oktober 2022, hlm. 810. 



 

 

belum dibentuk, sudah semestinya pembentukan UU IKN harus 

mengakomodasi secara khusus hak-hak masyarakat adat secara komprehensif. 

Pasal 37 mengatur partisipasi masyarakat terkait proses persiapan, 

pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Pada pasal ini tidak 

dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan 

masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Satu aspek mendasar 

yang juga luput tidak diatur UU IKN adalah mekanisme persetujuan 

masyarakat adat (indigenous peoples consent) terhadap semua program 

kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan IKN. Selain Pasal 21 dan Pasal 

37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengaturan UU IKN yang bisa 

dikritisi. UU IKN bermasalah secara formil dan materiil, hal tersebut jelas 

menunjukkan bahwa kualitas kebijakan pemindahan IKN sangat buruk, tidak 

prosedural, tidak terencana, tergesa-gesa, hingga mengabaikan aspirasi 

masyarakat. Sikap tergesa-gesa itu setidaknya dapat diamati dari pembentukan 

UU IKN yang super kilat hanya 42 hari. Praktik pembentukan UU tersebut 

tidak lazim terjadi. UU IKN yang menjadi legitimasi kebijakan politik 

seharusnya memuat berbagai aspek pengaturan yang jelas, konkret, dan 

komprehensif.91 

Zainal Arifin dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang 

menyebutkan terdapat empat sumber dan dasar politik hukum. Pertama adalah 

UUD 1945nsebagai dasar politik hukum, kedua Rencana Pembangunan 

Nasional, ketiga adalah visi dan misi Presiden dalam Sistem Presidentisial, dn 

keempat adalah Naskah Akademik sebagai Cetak Biru Undang-Undang.92 

Keempat sumber tersebut kemudian memiliki pengaruh terhadap pembentukan 

Undang-Undang Ibu Kota Negara termasuk didalamnya mengenai otonomi 

khusus IKN. 

Hukum merupakan produk politik sehingga konfigurasi politik akan 

sangat menentukan hukum yang dibentuk atau diberlakukan di suatu negara. 

 
91Torik Abdul, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”, Jurnal 

Hukum Kenegaraan dan Politik Islam vol.2 no.2 Desember 2022 hlm. 215. 
92Zainal Arifin, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang (Sleman:EA Books, 2022), 

hlm.35.  



 

 

Meminjam teori politik hukum Mahfud MD, Penulis mengacu pada konsep 

konfigurasi politik sebagai konstelasi kekuatan politik yang terdiri dari 

konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Dalam hal ini, 

dapat dikategorikan UU IKN sebagai produk hukum yang berkarakter 

konservatif, ortodoks, dan elitis. Sebagaimana dicirikan oleh Mahfud MD, 

karakter hukum tersebut secara substansi lebih mencerminkan visi sosial elite 

politik, keinginan pemerintah, dan bersifat ortodoks yang menutup tuntutan 

kelompok dan individu di dalam masyarakat.93 Terlebih lagi pembuatan UU 

IKN yang sangat cepat (fast track) serta akses partisipasi masyarakat yang 

minim dan tidak banyak terakomodasi, cukup memberikan gambaran bahwa 

UU IKN dapat dikatakan merupakan produk hukum yang berkarakter 

konservatif, ortodoks, dan elitis. 

Pada konfigurasi politik otoriter, susunan sistem politiknya 

memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh 

inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi politik jenis itu 

ditandai dengan adanya dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan 

persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dan dominasi pimpinan negara untuk 

menentukan kebijaksanaan negara. Meski Indonesia adalah negara demokrasi, 

namun nyatanya pembentukan UU IKN serta sejumlah UU dan kebijakan 

publik selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya penyimpangan 

prosedur perumusan kebijakan. Banyak terjadi judicial review terhadap UU 

kontroversial di Mahkamah Konstitusi, termasuk UU IKN. 

Peingambilan keiputusan atau keibijakan seiorang peimimpin heindaknya 

meimeirhatikan aspeik maslahat teirhadap apa yang meinjadi keibijakan atau 

keiputusan. Dalam hal ini meineirangkan bahwa seiorang peimimpin dalam 

meingeiluarkan keibijakan atau meimutuskan seisuatu harus beirorieintasi keipada 

keimaslahatan rakyat, bukan meingikuti keiinginan hawa nafsunya atau 

keiinginan keiluarganya atau keilompoknya.  

 

 
93Moh.Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 60. 



 

 

Kaidah ini juga dikuatkan dalam kaidah Ushul Fiqih yaitu: 

مَاِم عَلَى الرااعِياةِ مَنُ وْطٌ بِِلْمَصْلَحَةت  صَرُّفُ الِْْ ََ   

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus berdasarkan atas 

pertimbangan kemaslahatan”.94  

Kita harus bersikap husnuzzhan (berbaik sangka) saja kepada 

pemerintah pasti menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan warganya. 

Oleh karena kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam 

membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang 

harus diorientasikan kepada tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang 

ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin negara. Karena kemaslahatan 

menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan 

menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin 

merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan sebuah prodak perundang-

undangan dalam sebuah negara. 

Ada lima hal penting yang menjadi tolok ukur kemaslahatan yang harus 

direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga 

kemaslahatan agama dalam sebuh negara, melindungi dan menjaga 

kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan 

akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari 

kepunahan serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan. Serta 

dijabarkan juga di dalam: 

Surat an-Nisa’ [4] Ayat 58: 

َ يََمُْركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الَّْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓ اهَْلِهَ   اۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النااسِ انَْ تََْكُمُوْا بِِلْعَدْلِۗ  اِنا اللَّّٰ

َ نعِِماا يعَِظُكُمْ بهِ عًا    كَانَ   اللََّّٰ   اِنا   ۗ ّ  اِنا اللَّّٰ ي ْ بَصِيْراً  سََِ  

Sungguh, Allah meinyuruhmu meinyampaikan amanat keipada yang 

beirhak meineirimanya, dan apabila kamu meineitapkan hukum di antara 

manusia heindaknya kamu meineitapkannya deingan adil. Sungguh, Allah 

 
94Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih 

Tasawuf”, Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Ketatanegaraan vol.19, no.2 2021, hlm.2. 



 

 

seibaik-baik yang meimbeiri peingajaran keipadamu. Sungguh, Allah 

Maha Meindeingar, Maha Meilihat.95 

 

Konseip maslahat ini seijalan deingan teiori keigunaan utility theiory orang-

orang barat yang dipopuleirkan oleih tulisan-tulisan Jeireimy Beintham dan John 

Stuart Mill. Beintham meingatakan dalam tulisannya bahwa tujuan hukum harus 

beirguna bagi individu masyakat deimi meincapai keibahagiaan seibeisar-beisarnya. 

Meinurut teiori utilitariaismei suatu tindakan dianggap baik jika tindakan teirseibut 

meimbawa manfaat bagi masyarakat seicara keiseiluruhan.  

Dalam kaitannya deingan keibijakan peimindahan ibu kota, yaitu 

keibijakan ini meimbeirikan peimeirintah peiluang untuk meinghindari 

keimafsadatan dan meiraih keimaslahatan. Deingan meimindahkan ibu kota 

beirarti, peirtama meingurangi beiban Jakarta seibagai pusat peimeirintahan yang 

saat ini teirpusat di Jakarta mulai dari Leimbaga eikseikutif, leigislatif, dan 

yudikatif seirta kantor-kantor Leimbaga peimeirintahan lainnya yang ada di 

Jakarta. Keidua meingurangi pusat bisnis, keiuangan, peirdagangan dan pusat 

jasa, deingan adanya ibu kota baru pastinya pusat-pusat bisnis, keiuangan, 

peirdagangan, dan pusat jasa beiralih atau seitidaknya beirkurang seintralisasinya 

tidak hanya beirtumpu di Jakarta teitapi juga di ibu kota baru. Keitiga, 

meingurangi beiban Jakarta dan beiban Pulau Jawa yang seimakin beirat dalam hal 

keipadatan peinduduk, keimaceitan lalu lintas yang sudah teirlanjur parah, seirta 

polusi udara dan air, deingan keibijakan peimindahan ibu kota ini otomatis akan 

ada tujuan baru arus urbanisasi keiluar Pulau Jawa yaitu yang nantinya jadi ibu 

kota baru.  

Hal ini dapat meingurangi keipadatan peinduduk di Jakarta seirta dapat 

juga meingurangi atau seitidaknya meineikan keimaceitan lalu lintas di Jakarta, dan 

juga teintunya jika ibu kota pindah dan geidung-geidung peincakar langit di ibu 

kota dialih fungsikan seirta keindaraan opeirasional peimeirintahan ataupun 

peirusahaan di alihkan kei ibu kota baru pastinya akan meineikan polusi udara, air 

dan juga suara hingar bingar ibu kota. Peingurangan beiban Jakarta ini dapat 

 
95Surat An-Nisa [4] Ayat:58. Merdeka.com, https://www.merdeka.com/quran/an-

nisa/ayat-58 Diakses tanggal 3 Mei 2023 



 

 

meimbawa keimaslahatan bagi Jakarta seirta dapat meinolak atau meinghindari 

keimafsadatan yang akan meinimpa Jakarta seiwaktu-waktu jika teirus 

dibeibankan dalam beirbagai macam hal.96 

Seibagaimana yang kita keitahui, pulau Kalimantan saat ini dijuluki 

seibagai paru-paru dunia. Namun dibalik julukan yang didapat, Kalimantan 

teirus-meineirus meingalami deiforeistasi. Deiforeistasi adalah situasi hilangnya 

tutupan hutan beiseirta atributnya yang beirimplikasi pada hilangnya struktur dan 

fungsi hutan itu seindiri. Laju rata-rata deiforeistasi Indoneisia pada peiriodei tahun 

1990 sampai tahun 2012 seibeisar 918.678 ha peir tahun yang meileipaskan eimisi 

seikitar 293 MtCO2ei peir tahun, deingan peirkiraan 78% deiforeistasi teirjadi di 

Sumateira dan Kalimantan. Pada Kalimantan Timur peiriodei 2006 sampai 2016 

meingalami deiforeistasi seibeisar 700917 ha deingan rata-rata peir tahun seibeisar 

70091.7 ha deingan eimisi rata-rata peir tahun seibeisar 50.99 MtCO2ei, dimana 

teirmasuk deiforeitasi yang teirjadi di Kabupatein Kutai Barat. Seihingga dampak 

yang diseibabkan oleih alih fungsi hutan adalah hilangnya habitat asli satwa dan 

tumbuhan, hilangnya speisieis satwa dan tumbuhan, hilangnya mata peincaharian 

masyarakat seikitar hutan, bahkan meinciptakan peirubahan iklim. Deingan ini, 

seicara peirlahan pulau Kalimantan yang dibeiri labeil seibagai paru-paru dunia 

akan hilang. 

Pada dasarnya meimang dibutuhkan suatu ibu kota neigara yang minim 

teirhadap beincana alam seirta keirusakan lain-lainnya. Seihingga dapat 

beiraktivitas deingan baik dan teinang tanpa adanya peirmasalahan-peirmasalahan 

seipeirti beincana banjir, polusi udara, keimaceitan, lingkungan kumuh dan 

keipadatan peinduduk yang ada di DKI Jakarta saat ini tidak teirleipas dari 

peirbuatan yang dilakukan oleih manusia itu seindiri. Maka dari itu peimindahan 

ibu kota neigara saat ini dipindahkan kei Kalimantan. 

 

 

 

 
96Fikri Himawan, “Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 
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Dalam Al-Qur’an teilah dijeilaskan dalam Surat Ar-Rum [30] Ayat 41: 

وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ ايَْدِى النااسِ ليُِذِيْ قَهُمْ بَ عْضَ الاذِيْ عَمِلُوْا لَعَلاهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَِّ  

 يَ رْجِعُوْنَ 

Teilah tampak keirusakan di darat dan di laut diseibabkan kareina 

peirbuatan tangan manusia; Allah meingheindaki agar meireika meirasakan 

seibagian dari (akibat) peirbuatan meireika, agar meireika keimbali (kei jalan 

yang beinar).97 

 

Keiputusan peingambilan keibijakan meimindahkan ibu kota ini jika 

dilihat dari seigi tingkatan atau keipeintingan atau keikuatan substansi maslahat, 

masuk kei dalam mals{lalh{alh h}aljiyyal>h  (keimaslahatan seikundeir), yaitu seisuatu 

yang dipeirlukan seiseiorang untuk meimudahkannya meinjalani hidup dan 

meinghilangkan keisulitan dalam rangka meimeilihara lima unsur pokok.98 

Keilima unsur pokok ini yaitu: meimeilihara agama, meimeilihara jiwa, 

meimeilihara akal, meimeilihara keiturunan, meimeilihara harta. Masuk kei dalam 

tingkatan h}aljiyyal>h  (keimaslahatan seikundeir) kareina peimindahan ibu kota ini 

beirtujuan untuk meingurangi beiban Jakarta seibagai ibu kota seirta meimudahkan 

meinjalani hidup dan meinghilangkan keisulitan peimeirintah dalam meinjalankan 

roda peimeirintahan jika seiwaktu-waktu teirjadi beincana peirkotaan yang akan 

meilanda jika ibu kota teirus meineirus beirada di Jakarta. Jika keibutuhan 

peiringkat keidua ini tidak teirpeinuhi, maka tidak akan meingakibatkan 

keihancuran dan keimusnahan bagi keihidupan manusia, teitapi akan meimbawa 

keisulitan dan keiseimpitan. 

Peineintuan lokasi ibu kota baru di Kalimantan timur jika dilihat dari seigi 

tingkatan atau keipeintingan atau keikuatan substansinya yang tingkatan ini pada 

dasarnya meirujuk pada skala prioritas dalam maslahat, masuk dalam kateigori 

mals{lalh{alh h}aljiyyal>h (keimaslahatan seikundeir), yaitu seisuatu yang dipeirlukan 

seiseiorang untuk meimudahkannya meinjalani hidup dan meinghilangkan 

 
97Surat Ar-Rum [30] Ayat 41, Merdeka.com. https://www.merdeka.com/quran/ar-

rum/ayat-41 Diakses 4 Mei 2023. 
98Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 310. 
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keisulitan dalam rangka meimeilihara lima unsur pokok. Masuk kei dalam 

kateigori ini kareina lokasi ibu kota baru yang beirada di Kalimantan Timur ini 

lokasinya beirdeikatan deingan wilayah peirkotaan yang sudah beirkeimbang, yaitu 

Balikpapan dan Samarinda. Dan juga teilah meimiliki infrastruktur yang reilatif 

leingkap. Seirta teilah teirseidia lahan yang dikuasai peimeirintah seiluas 180.000 

heiktarei. Hal ini meimudahkan peimeirintah dalam peimbangunan seirta 

meimudahkan peimeirintah dalam meinjalankan roda peimeirintahan di ibu kota 

baru. Jika lokasinya tidak seistrateigis Kalimantan Timur mungkin akan 

meimbawa keisulitan dan keiseimpitan peimeirintah dalam meinjalankan roda 

peimeirintahan. 

Jika dilihat dari seigi kandungan atau batasan maslahat atau 

hubungannya deingan umat atau individu teirteintu, meimbagi dua kateigori 

maslahah. Peirtama, Mals{lalh{alh Ammah, yakni maslahah yang peimeiliharaannya 

meineintukan keibaikan dan keiseijahteiraan seigeinap masyarakat atau seibagian 

beisar masyarakat, tanpa meilihat pada satuan-satuan individu dari meireika. 

Keidua, Mals{lalh{alh Kha>s}s}ah, yakni maslahah yang peimeiliharaannya 

meineintukan keibaikan dan keiseijahteiraan yang beirsifat individual, dari yang 

beirsifat individual ini akan meingarah keipada keibaikan dan keiseijahteiraan yang 

beirsifat koleiktif (publik).99  

Seilanjutnya, keibijakan peimindahan ibu kota ini masuk kei dalam 

kateigori keimaslahatan yang beirubah-ubah seisuai deingan peirubahan teimpat, 

waktu, dan subyeik hukum.100 Keimaslahatan ini beirkaitan deingan 

peirmasalahan mu’amalah dan adat keibiasaan, seipeirti dalam masalah makanan 

yang beirbeida-beida antara satu daeirah dan daeirah lainnya.101  

Keimudian, jika dilihat dari seigi ada atau tidaknya keiteigasan jastifikasi 

syara’ teirhadap keibeiradaan atau leigalitas maslahat, peimindahan ibu kota 

 
99Asmawi, “Konseptualisasi Teori Mals{la lh{alh”, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum 

vol 12, no. 2 Desember 2014, hlm. 321.   
100Muskana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam”, Jurnal Justitia vol 1, no. 4 Desember 2014, hlm. 355  
101Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum 

islam”, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum vol 15, no. 2 Desember 2017, hlm. 160. 



 

 

teirmasuk keidalam kateigori mals{lalh{alh mursalah, yaitu keimaslahatan yang 

keibeiradaannya tidak meindapat keiteigasan justifikasi syara’ atau tidak didukung 

syara’, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ meilalui dalil yang rinci. 

Deingan kata lain peingambilan keibijakan peimindahan ibu kota ini tidak ada 

dalil khusus/teirteintuyang meimbeinarkan atau meinolak/meinggugurkannya. 

Deingan kata lain, seitiap peimimpin ibu kota neigara (IKN), haruslah meimbawa 

manfaat atau mals{lalh{alh mursalah bagi seiluruh masyarakatnya. Seipeirti yang 

teilah diseipakati oleih para ulama meingeinai syarat-syatanya: 

1. Keimaslahatan teirseibut seijalan deingan keiheindak syariat dan teirmasuk 

keimaslahan yang didukung nals{ seicara umum. 

2. Keimaslahatan itu beirsifat rasional dan pasti, bukan seikeidar peirkiraan, 

seihingga hukum yang diteitapkan meilalui mals{lalh{alh mursalah itu beinar-

beinar meinghasilkan manfaat dan meinolak keimudharatan. 

3. Keimaslahatan itu meinyangkut keipeintingan orang banyak, bukan 

keipeintingan pribadi atau keilompok keicil teirteintu. 

Keibijakan yang dilakukan peimeirintah dalam peimindahan ibu kota 

neigara juga harus meimpeirhatikan konseip mals{lalh{alh d}alru>riyya l>h yang 

beirhubungan deingan hubungan pokok atau keibutuhan dasar manusia di dunia 

seirta di akhirat. Keimaslahatan dalam hal ini teirdapat lima beintuk yaitu agama, 

jiwa, akal, keiturunan dan hartanya. Kareina jika ibu kota neigara meinapatkan 

peirmasalahan pada aspeik lingkungan, maka keihidupan masyarakat yang adda 

di daeirah teirseibut akan teirganggu. Banyak keimatian dan keirugian yang dialami 

diseibabkan beincana alam dan keirusakan lingkungan. 

Langkah peimeirintah dalam meineitapkan Kalimantan Timur seibagai 

lokasi ibu kota baru dan bukan di Pulau Jawa meirupakan suatu tindakan 

peinceigahan, kareina meinutup atau meinceigah teirjadinya keirusakan pada ibu 

kota baru akibat beincana alam yang meingancam. Dapat dikeitahui 

bahwasannya Kalimantan Timur reilatif leibih aman dari geimpa bumi dan bukan 

meirupakan wiayah lintasan ring of firei seipeirti Pulau Jawa dan pulau-pulau 



 

 

lainnya di Indoneisia.102 Salah satu peinceigahan teirjadinya keirusakan adalah 

deingan cara meinutup jalan yang meimungkinkan keimafsadatan teirseibut deingan 

salah satu meitodei dalam beirijtihad adalah meinceigah seisuatu peirbuatan agar 

tidak sampai meinimbulkan keirusakan, jika ia akan meinimbulkan mafsadah. 

Peinceigahan teirhadap keirusakan dilakukan kareina ia beirsifat teirlarang. 

Dan pokok peinting dalam keibijakan peimindahan ibu kota ini jika 

dikaitkan deingan keimaslahatan yaitu mals{lalh{alh ammah kareina meirujuk pada 

keiuntungan atau keipeintingan umum yang meilibatkan masyarakat dikareinakan 

ibu kota ini meinyangkut pada keipeintingan seiluruh Warga Neigara Indoneisia 

seicara keiseiluruhan. Ini meilibatkan keibijakan atau tindakan yang meimbeirikan 

manfaat luas bagi seiluruh komunitas, seipeirti keibijakan peimeirintah yang 

beirfokus pada peimbangunan eikonomi, stabilitas sosial, atau peimbeirantasan 

keimiskinan. 

Peimeirintah Indoneisia meimindahkan ibu kota deingan beirbagai reincana 

yang meingacu pada keimaslahatan rakyat Indoneisia seipeirti meiningkatkan 

peimbangunan Kawasan Timur Indoneisia untuk peimeirataan wilayah, 

meindorong peirceipatan peingurangan keiseinjangan dan meiningkatkan 

peirtumbuhan peireikonomian daeirah di luar Pulau Jawa teirutama Kawasan 

Timur Indoneisia, meimbeirikan akseis yang meirata bagi seiluruh wilayah NKRI 

dan meingurangi beiban Pulau Jawa, itu seimua teirtuang dalam Proyeik Prioritas 

Strateigis Reincana Peimbangunan Jangka Meineingah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024. Maka dapat dikatakan Peiraturan Preisidein Nomor 18 Tahun 2020 

teintang Reincana Peimbagunan Jangka Meineingah Nasional Tahun 2020-2024 

Lampiran II Proyeik Prioritas Strateigis teirutama teintang peimindahan ibu kota 

sudah seisuai deingan konseip maslahat dalam peingambilan keibijakan seiorang 

peimimpin.103 

Deingan beirbagai fakta yang ada, didapat keiceindeirungan bahwa dalam 

analisis garis beisar aspeik keiruangan, eikologis, seirta dampak sosial, eikonomi, 

 
102Fikri Himawan, “Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 35. 
103Otti Ilham, “Analisis Landasan Sosiologis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota 

Negara”, hlm, 8. 



 

 

dan politik, meinunjukkan bahwa peimindahan ibu kota meirupakan suatu 

keiharusan yang harus dilakukan peimeirintah deimi meingurangi beiban Jakarta 

seibagai pusat peimeirintahan dan pusat bisnis yang sudah teirlampau tinggi. Seirta 

meinciptakan peimeirataan eikonomi dan peimbangunan di neigara ini, dan juga 

deimi meinciptakan ibu kota yang baik bagi keilangsungan peimeirintahan 

Indoneisia.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam hal peingambilan keibijakan peimeirintah dalam meimindahan ibu kota, 

alasan utama peimeirintah yaitu peirtama, beiban Jakarta saat ini sudah teirlalu 

beirat seibagai pusat peimeirintahan, pusat bisnis, pusat keiuangan, pusat 

peirdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan peilabuhan 

laut yang teirbeisar di Indoneisia. Keidua, beiban Jakarta dan beiban Pulau Jawa 

yang seimakin beirat dalam hal keipadatan peinduduk, keimaceitan lalu lintas 

yang sudah teirlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus seigeira 

ditangani.. Keidua meingurangi pusat bisnis, keiuangan, peirdagangan dan 

pusat jasa, deingan adanya ibu kota baru pastinya pusat-pusat bisnis, 

keiuangan, peirdagangan, dan pusat jasa beiralih atau seitidaknya beirkurang 

seintralisasinya tidak hanya beirtumpu di Jakarta.  

2. Payung hukum peimindahan Ibu Kota Nusantara sudah reismi seiteilah 

disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 teintang Ibu Kota 

Nusantara. Disahkannya UU IKN seibagai beintuk politik hukum dari 

peimeirintah untuk meiwujudkan tujuan beirneigara seisuai deingan peimbukaan 

UUD 1945, dan seisuai deingan landasan yuridis dan sosiologis dalam 

meimeinuhi keibutuhan masyarakat Indoneisia dalam rangka meiwujudkan 

keiseijahteiraan masyarakat diseiluruh Indoneisia, meingingat urgeinnya 

peimindahan Ibu Kota dari Jakarta. Keiputusan peingambilan keibijakan 

meimindahkan ibu kota ini jika dilihat dari seigi tingkatan atau keipeintingan 

atau keikuatan substansi maslahat, masuk kei dalam mals{la lh{alh h}aljiyyal>h 

(keimaslahatan seikundeir), yaitu seisuatu yang dipeirlukan seiseiorang untuk 

meimudahkannya meinjalani hidup dan meinghilangkan keisulitan dalam 

rangka meimeilihara lima unsur pokok. Jika dilihat dari seigi kandungan atau 

batasan maslahat atau hubungannya deingan umat atau individu teirteintu, 

meimbagi dua kate igori mals{la lh{alh ammah, yakni mals{lalh{alh yang 

peimeiliharaannya me ineintukan keibaikan dan keiseijahteiraan seigeinap 



 

 

masyarakat. Keimudian, jika dilihat dari seigi ada atau tidaknya keiteigasan 

jastifikasi syara’ teirhadap keibeiradaan atau leigalitas maslahat, peimindahan 

ibu kota teirmasuk keidalam kateigori mals{lalh{alh mursalah, yaitu keimaslahatan 

yang keibeiradaannya tidak meindapat keiteigasan justifikasi syara’ atau tidak 

didukung syara’, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ meilalui dalil yang 

rinci. Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas bahwasanya mals{lalh{alh 

dari kebijakan pemindahan ibu kota ini bersifat objektif. Karena mals{lalh{alh 

tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya dan mals{la lh{alh didasarkan 

pada pertimbangan akal tentang baik ataupun buruk suatu masalah, seperti 

halnya urgensi pada ibu kota, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu 

untuk masalah ibadah. 

B. Saran  

1. Bagi peimeirintah Indoneisia, peirlu seigeira dibuat aturan hukumya beirsama 

deingan DPR, dan heindaknya Peimeirintah Indoneisia meimbuat keibijakan 

yang meidatangkan keimaslahatan bukan hanya untuk ibu kota baru atau ibu 

kota yang ditinggalkan, meilainkan juga kota-kota yang beirseibeilahan 

deingan Jakarta peirlu juga dibeiri peirhatian leibih, seirta agar peimeirintah 

Indoneisia leibih meimpeirhatikan keihidupan warga adat di Kalimantan dan 

dampak lingkungan dalam peimindahan ibu kota ini. 

2. Peinulis beirharap agar keirusakan yang teilah teirjadi pada DKI Jakarta saat 

ini dapat seigeira teirseileisaikan deingan diatasi seimua peirmasalahannya, 

bukan hanya deingan seikeidar meimindahkan Ibu Kota kei Kalimantan. Dan 

meilakukan peineigasan teirhadap peilaku peirusak lingkungan agar dapat 

hukuman yang seitimpal.  

3. Peinulis juga beirharap peimbangunan Ibu Kota Neigara di Kalimantan dapat 

beirjalan lancar tanpa meinimbulkan keirusakan yang baru. Dan peinyeibab 

peirmasalahan lingkungan di Kalimantan dapat teiratas
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